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BABl 
PENDAHULUAN 

1.1. LA TAR BELAKANG MASALAH 

Pada tllhun 1997 teJjadi krisis moneter di kawasan Asia Tenggara. Diawali 

dengan !crisis moneter yang melanda Thailand pertengahan tllhun 1997 dirnana 

nilai tukar mala uang Bath yang selama 40 tahun terakhir berkisar sekilar 24 Bath 

untuk satu dollar Amerika, pada bulan April 1997 telah terpuruk menjadi 50 

Bath. 1 Krisis tersebut berdampak pula pada Indonesia yang sebenamya pada tahun 

1990an justru sedang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. 

Pukulan besar yang mendadak ini jelas berdampak besar pula bagi perbankan 

I!tdonesia. Nilai tukar rupiah yang menuron drastis terhadap mata uang dollar 

Amerika menambah kesulitan yang ada dimana bank-bank nasional tidak dapat 

memenuhi kewajibannya terhadap bank-bank asing. 

Tidak sampai disitu saja, karena perbankan merupakan ujung tombak 

perekonomian maka guncangnya sektor tersebut pasti berdampak pula terhadap 

sektor lainnya. Kondisi masyarakat inulai ttdak stabi1 1 harga-harga melonjak. 

banyak usaha gulung tikar, pengangguran meningkat, dan lain-lain, Kondisi 

denikian membuat masyarakat semak.in resah, akibatnya banyak demonstrasi 

settap hari yang menuntut pernerinta.h mengambil sikap demt melindungi 

masyarakat dari kehancuran, dan reaksi yang terburuk adalah dilakukannya rush 

atau penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat atas dana mereka yang 

tersimpan di bank~bank: nasional. 

Untuk mengatasi kondisi krisis yang kian meruncmg, pemerintah 

kemudian mencetuskan sepuluh Jangkah pemuJihan ekonorni yang mencakup 

bukan hanya moneter dan perbankan saja, akan tetapi termasuk kebijak:an fiskaL 

1 Didik 1. R.achbini dan Suwardi Tono,dkk, Bank Indonesia Memtjtt ln.dep•mdemi Bank 
Senlral, (Jakarta: PT_ Mardi Mulyo, 2000), haL 83. 
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Di bidang perbankan, pemerimah akan membantu bank-bank nasional yang 

sebat namun mengalami kesulitan likuiditas, sedangkan terbadap bank-bank 

nasional yang kinerjanya buruk disarankan untuk melakukan merger dengan bank 

yang mempunyai kategori sehat. Namun IMF melalui kesepakatan dalam Letter of 

Intent (Lol}1 dengan Pemerintah Indonesia, menganjurkan bank yang tidak sebat 

ditutup saja. Kemudian 16 bank dilikuidasi pada tanggal 1 November 1997. Hal 

ini menyebabkan kepanikan terhadap masyarakat, para nasabab bank kbawatir 

tidak bisa mencairkan dana dari keenarn belas bank yang dilik:uidasi, karena 

pemerintah hanya menyediakan talangan dana sebesar Rp. 2,3 Trilyun untuk 

menjarnin dana nasabah di bawah Rp. 20 juta. 

Hal ini menyebabkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan 

masyarakat terbadap sistem perbankan dalam negeri. Masyarakat yang panik 

semakin gencar menarik dana mereka. Penarikan oleh nasabah ini dilakukan 

secara besarhbesaran dan serentak sehingga banyak bank mulai muiai mengalami 

kesulitan likuiditas. Hal ini menimpa hampir semua bank, termasuk bank-bank 

yang tadinya daiam kond.isi sehat Keadaan ini memaksa otoritas moneter 

·mengucurkan kembali bantuan likuiditas untuk menyehatkan kembali perbankan. 

Pemerintah selanjutnya membentuk badan khusus untuk menangani bank-bank 

yang bermasalah melalui Keppres No. 27 Tahun 1998, yaitu Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) yang bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.3 

Jadi, kewemmgan pembayaran kewajiban bank yang dijamin Pemerintah berada di 

BPPN. Namun dalam pelaksanaannya, karena Pemerintah tidak mempunyai dana 

maka Pemerintah kemudian meminta Bank Indonesia (BI) untuk menyediakan 

dana talangan yang kemudian dikenal dengan Bantuan Lik:uiditas Bank Indonesia 

(BLBI). Sebagai konsekuensinya Pemerintah menerbitkan obligasi untuk 

mengganti dana talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikeluarkan. 

lstilah ini muncut semenjak Indonesia menjatankan program pemulihan ekonomi 

2 Utter of !mens .Oalah rnerupakan dokumen yang mcnggambarkan langkah 
kebijak:sanaan yang akan ditempuh negara anggote. dalam kaitan mendapatkan dulrunsan 
pembiayaan IMF. Soehandjono & Associates, Sludi Hukttm Bmltlttill Libtidasi Bank Jndouesit.l, 
(Jakarta: Bank Indonesia, 20021 haJ 7. 

J Rachbini dan Tono, dkk, Op Cit., hal 97-98. 
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dengan dukungan IMF yang menyebutkan berbagai fasilitas tadi sebagai liquidity 

supporls. Sebagai te!jemahan dan liquidity supporl dan untuk membedalomnya 

dengan KLBI yang lebih dikenal di masyarakat, telab digunakan istilab bantuan 

BLBI.4 

Dana BLBI juga digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atau 

kerugian karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo atau untuk cut loss 

(mengurangi kerugian), membiayai placement baru di pasar uang antarbank 

(PUAB), untuk ekspansi kredit, membiayai investasi dalam aktiva tetap, 

pembukaan cabang baru, hingga untuk membiayai overhead bauk. 5 

Dalam operasinya ada berbagai jenis fasilitas likuiditas bank sentral 

kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda, sesuai dengan sa.o;aran 

maupun peruntukannya. Karena jenis fasilitas yang beragam ini, maka dalam arti 

luas BLBI adalab semua bantuan likuiditas Bank Indonesia di luar Kredit 

Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan kepada sektor perbankan. 

Setelah be!jalannya program BLBI ini, perhatian pelaku keuangan di 

Indonesia tertuju kepada langkah kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI), 

dalarn rangka persiapan untuk menaogani bank yang mengalami masalah 

kecukupan modal disetor. Pemerintah dan Bank Indonesia secara prlnsip melaluJ 

Bantuan Likuiditas Bauk Indonesia (BLBI) mengambil kebijakan memberikan 

pembiayaan kepada bauk yang mengalami masalah sistemik. Pengucuran dana 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pengikatan jaminannya langsung 

dilakukan pada saat itu juga, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasL 

Kasus penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 

yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan trilyan belum juga berhasil 

dituntaskan. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pertama kali 

" N"H.T Siahaan.Pencucian Uaug dan Kejahalan Perbankan {Edisf Revisi), (Jakarta: 
Pustaka Sinar Ham:pan, 2005), hal. 168~169. 

s "Temuan BPK Penyimpangan BLBl Rp. 138,4 trilyun", http://www.kompas.com/, 
Sabtu,S Agmrtus 2000. 
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mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengangkapkan basil audit 

nya pada bulan Agustus tahun 2000. 

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut menyebut adanya 

penyimpangan penya!uran dana BLBI sebesar Rp. 138,4 trilitut dari total dana 

senilai Rp. 144,5 triliun. Di samping itu disebutkan adanya panyelewengan 

pengganaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp. 80,4 triliun. Sampai 

dengan akbb tahun 2002, dari 52 kasus BLBI bam 20 da!am proses penyelidikan 

dan penyidikan. Sedangkan yang dilimpabkan ke pengadilan hanya 6 kasus. 

Penyimpangan dana BLBI merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah tetjadi 

di negeri ini 

Fakta ini bisa dilihat dari basil audit &dan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Dari Rp 144,5 tri!iun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum 

nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan l>erpotensi rnerugikan negara6 

Dana-dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut kurang jelas 

penggunaannya. Juga terdapat penyimpangan dalam penyaluran maupun 

penggunaan dana BLBI yang dilakukan pemegang saham, baik secara langsung 

atau tidak langsung melalui grup bank tersebut Sedangkan basil audit Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembanganan (BPKP) terhadap 42 bank penerima 

BLBI menemukw penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun. Sebanyak Rp 53,4 

triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana 

perbankan. 

Upaya menyeret pera pelaku korupsi dana BLBI sampai saat ini rnasih 

terbentur kendala penegakan hukurn. Seolah hukum bungkarn dan tidak bertaring 

rnengbadapi para 'konglomerat hitam'. Untuk penanganan kasus ini, Kejaksaan 

Agung tidak rnenunjnkkan kemajuan signifikan dari tahun ke tahun. 

Buruknya penanganan kasus BLBI diperparah dengan kebijakan Jaksa 

Agung yang menghentikan proses penyidikan (SP3) terhadap 10 tersangka 

korupsi BLBI pada tahun 2004. 

t: Ibid 
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Dari 13 tersangka yang telah divonis penjara oleh hakim di tingkat 

pertama, banding, alllu kasasi, hanya Hendrawan Haryono --terpidana 

kasus korupsi BLBI Aspac- yang berhasil dijebloskan ke penjara. Dua 

terdakwa lainnya tidak langsung masuk ke Lemhaga pemasyarnkatan. Dan 

yang paling menyedihkan adalah sembilan terdakwa melarikan diri ke luar 

negeri setelah dinyalllkan bersalah dan divonis penjara oleh hakim 

pengadilan.' 

Dasar hukum yang digunakan adalah Sural Keterangan Lunas (SKL) yang 

dikeluarkan BPPN berdasarkan Inpres No 8/2002. lnpres tersebut tentang 

Pembarian Jarninan Kepastian Hukarn Kepada Debitur Yang Telah 

Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang 

Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban 

Pemegang Saharr, lebih dikenal dengan lnpres tentang Release and Discharge. 

Berdasarkan lnpres ini, para debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan 

utangnya, walaupun hanya 30 person dari Jumlah Kewajiban Pemegang Saharn 

(JKPS) dalam bentuk tunal dan 70 persen dibayar dengan sertiftkat bukti hak 

kepada BPPN, Atas dasar bukti ini, mereka yang diperiksa dalam proses 

penyidikan akan mendapat SP3. Dan apabila kasusnya dalam proses di 

pengadilan, maka akan dijadikan novum atau bukti barn yang akan meqjadi dasar 

dibebaskannya para terdakwa, 

Hingga saat ini tercatat beberapa nama konglomerat papan atas seperti 

Sjarnsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan yang telah mendapatkan SKL 

dan sekaligus release and discharge dari pemerintah.& Padahal~ lnpres No 8/2002 

yang menjadi dasar Kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan 

sejum!ah aturan hukum. 9 

7 Edi Yurwa, KorupM dan Pcrlangg;mgjmvaban Pidana KonqJ.-;i, (BanOung; PT. Citra 
Aditya Bakti, 2005), hal 85. 

8 Bank Indonesia. Mengurai Btmang Kusut BLBI, hup:l/\vww.kompas_coqV, Selasa, 12 
Februari 2002. 

9 Indonesia. Unda11g-Umiang Pemberamasan Tindak Pidana Kon1p$f, UU No. 20 Tahun 
200 I. Pasal 4 UU itu secara tegas menyebutkan bahwa : 
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Dengan demikian, jelas bahwa pengembalian aset atau utang sejumlah 

tersangka korupsi kepede negara, tidak serta-merta mengbapuskan proses tindak 

pidana korupsi yang dilakukannya. Seharusnya, pibak Kejaksaan Agung tetap 

memproses para tersangka yang terlibat kasus BLBI hingga tahap penuntutau di 

pengadilan. 

Pergantian pemerintahan dari Megawati Soekamoputri kepada Susilo 

Bambang Yudhoyono, tampakeya kebijakan mengenai penyelesaian kesus BLBI 

tidak mengalami perubahan. Pemerintah masih bersikap kompromi terbadap para 

debitur BLBI dan Jebih memprioritaakan pengembalian kenangan negam daripada 

penegakan hukumnya. lronisnya pemerintah seringkali memperlakukan pena 

konglomerat yang telah dinilai Ielah merugikan keuangan negara itu secara 

istimewa. 

Pemerintah dalam menghadapi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

menge1uarkan kebijakan yang saat ini berada di tangan para konglomerat. 

Pemerintah menerbitkan Letter of Release and Disch<Irge (R and D) kepada 

sejumlah obligor yang dipandang kooperatif dalarn menyelesaikan utangnya 

kepada negara, yang berisi pembebasan dari tuntutan hukum. Sebagai langkah 

awal Release and Discharge diterbitkan kepada empat konglornerat besar> yaitu 

Sudwikalmono (eks Bank Surya dengan hutang Rp 1,88 triliWI), Ibrahim Risjad 

(eks Bank RSI dengan butang Rp 636,8 miliar), The Nin King (eks Bank 

Danahutama dengan hutang Rp !8,06 miliar) dan Liem Hendra (eks Bank Budi 

lntemasional dengan hutang Rp 17,6 miliar). Tidak tertutup kemungkinan, 

Release and Discharge akan diberikan kepada obligor lain yang dinilai kooperatif. 

Dengan diterbitkan Release and Discharge tersebut maka para obligor diberi 

kesempatan untuk menunaikan kewajibannya melalui penandatangan PKPS dan 

APU, sernentara dia dibebaskan dari tunhltan bnkwn (pidana). Kebijakan tersebut 

dimaksudkan untuk menggugah para debitor agar mernpunyai semangat dan itikad 

baik untuk segera melunasi hutangnya kepada negara. 

"Pe11gembaliim kemgian ke:tangan negara a/au perekonomian negaro lidak 
menghapuskan dipidmumya pelalm tintlak pidtma".dcut seterusnya' r 
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Kebijakan Release and Discharge tersebut didasarkan pada lnstruksi 

Presiden nornor 8 tahun 2002 dan hal isi yang terkandung di dalamnya memuat 

mengenai penyimpangan terhadap proses pemidanaan yang seharusnya di!akukan 

terhadap penyimpangan dana BLBI. 

Dari uraian Jatar be!akang tersebut diatas jelas babwa kebijakan Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia yang diambil Pemerintah saat itu membawa dampak 

bagi negara Indonesia secara umum dan bagi dunia perbankan peda khususnya, 

maka untnk itu perlu dilakukan pembahasan dalam suatu tulisan denganjudul : 

"DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BANTU AN LIKUIDITAS 

BANK INDONESIA TERHADAP DUJI<'IA PERBANKAN INDONESIA" 

1.2. POKOK Pl:niASALAHAN 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan tiga masalah sebagai 

berikut: 

I. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah dampak dari diberlakukannya kebijakan Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia terhadap dunia perbankan Indonesia 

secara umum ? 

1.3, METODE PENELmMi 

Metode pene!itian yang akan digunakan dalam penulisan proposal ini 

adalah rnetode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menarik asas hukurn dan 

melihat sistematika hukum yang terkait dengan pokok permasa!ahan10 dalam 

lU Sri Mamudj~ el a/., Melod€ Pmelilian dan Penulisan JJulatm, ceti. (Jakarta: Badan 
Penerbit Fakultas Hukum Unlversltas Indonesia, 2005), haL 10. 
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penelitian ini, antara lain melihat produk-produk hukum yang mendasari 

diberlakukannya kebijakan Bantuan Lilruiditas Bauk Indonesia ini, juga melihat 

bagaimana penerapan kobijakan ini dnlam prakteknya, apakah sesuai dan 

membawa manfaat bagi negara ataukah justru mengandung penyimpangan 

terhadap peraturan~peraturan lainnya. 

Ditinjau dnri sudut sifatnya, penelitian ini akan menggunakan tipologi 

penelitian dnskriptif' 1 dengan tujuan untuk menerangkan secara lengkap tentang 

apa yang disebut dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank 

Indonesia sebagai bank sentral, dnn dunia perbaukan secara umum, agar bisa 

dengan jelas menguraikan aspek-aspek diatas secara terperinci. 

Adapun mengenai jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dnta sekunder.12 Data sekunder adalah data yang diporoleh dari bahan 

kepustakaan akan mencakup dokumen~dokumen resmi, buku~buku? peraturan 

penmdang-undangan dim bahan pu.,takalainnya yang berhubungan dengan BLB! 

yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data tersebut akan diperkuat dengan 

wawancara yang akan dilakukan terhadap seoranglbeberapa orang narasumber 

yang memihkl keterkaitan dengan obyek yang akan dibah!is dalam penulisan ini. 

Alat pengumpulan data terdiri dari tiga jenis, yaitu studi dokumen, 

pengamatan, dan \\rawancaraY Adapun dalam penelitian ini alat pengumpulan 

yang akan digunakan adalah studi doknmen untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan dan wawancara terbadap pibak-pihak terkait untuk mendnpatkan 

keterangan terperinci dari tangan pertama. Selain itu wawancara juga bisa 

dilakukan terhadnp parn ahli untuk mendapatkan penjelasan atas aspek-aspek yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. 

Sedangkan untuk ala! pengumpulan data berupa studi doknmen akan 

dilakukan mencakup : 

11 Ibid., ha!. 4 . 

11 Soeljono Soekanto, Penga11tar Pem:litian Hukum, cet. ill, (Jakarta; UI-Press, 1986), 
hal. 12 

D Ibid, hal. 66. 
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1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan langsung dengan BLBI. 

2. Bahan hukum sekunder mencakup bukn-buku, artikel, tesis, disertasi, 

dan baban-bahan pustaka lainnya yang memilild substnnsi terkait 

dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sek"Uilder ini akan 

digunakan sebagai referensi umum dan landasan teori. 

3. Bahan hukum tersier yang mencakup ensiklopedi dan kamus, Bahan 

hukum tersier ini akan herfungsi sebagai sumber referensi langsung 

terhadep istilah-istilah asing atnu sulit yang memerlukan penjelasan 

atau te>iernahan dan bahan-bahan diatas. 

Seluruh data yang terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis 

menggunakan metode pendekatan kualitatif Metode ini memiliki ciri-ciri yang 

cocok diterapkan dpada penelitian ini antara lain menggunakan tipologi 

eksp!oratoris, teori yang digunakan terbatas, lebih kepada kasus tertentu, dan 

menggunakan wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan datanya. 14 Dengan 

demikian sasaran dan pokok permasalahan penetitian ini dapat teqawab dan bisa 

diberikan gambaran lengkap mengenai BLBI, dan dampaknya terhadap 

kese1uruhan .dwlia perbankan Indonesia. 

1.4. SISTEMATIKA PENUUSAN 

Sebuah sistematika penulisan sangat diper1ukan di dalam suatu penulisan 

tesis. agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan 

tesis ini keseluruhannya terdiri dari 3 babl yaitu sebagai berikut : 

BAB I: Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang 

penulisan yang mendasari tesis ini, perrnasalahan yang akan dibahas, metode 

penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, serta akhir bab diuraikan 

mengenai sistematika penulisan. 

14 Mamudji, cp.cit., bal. 67. 
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BAB II : Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

Terhadap Dunia Perbankan Indonesia 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori - teori 

mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral kebijakan Bantuan Likuiditas 

Bank Indonesia, dan dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut terhadap dunia 

perbankan Indonesia secara keselW1!han. 

BAB ill : Penutup 

Merupekan bab terakhir, penulis mengemukakan kesimpulan dari bab 

- bab yang ada sebelumnya yang merupekan jawaban atas permasalaban tesis 

berdasarkan basil analisis permasalahan serta adanya beberapa saran. 
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BAB2 

DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BANTU AN LIKUIDITAS 

BANK INDONESIA TERBADAP DUNIA PERBANKAN INDONESIA 

2.1. BANK INDONESIA 

2.1.1. Sejarah Bank Indonesia 

Peran dan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia Ieiah 

mengaiami evolusi dari yang semu1a sebagai bank sirkulasi, kemudian telab 

diminta Pemerintah sebagai agen pembangunan, dan temkhir sejnk tahun 1999 

Ielah menjadi lembaga yang independent dengan tugas-tugas merumuskan dan 

melaksana.kan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuan 

kestabilan nilai rupiah.17 

Sebelum Indonesia mefdeka, Indonesia belurn merniliki bank sentral 

seperti yang ada pada saat ini. Pada masa itu fungsi bank sentral hanya terbatas 

sebagai bank sirkulasi. Tugas sebagai bank sirkulasi dilaksanakan oleh De 

Javasche Bank NV yang diberi hak oktrooi Tahun !827, yaitu hak mencetak dan 

mengedarkan uang Gulden Belanda oleh Pemerintah Belanda. 

Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dalam penjelasan 

bab VII pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa dibentuk sebuah bank sentral yang 

disebut Bank Indonesia dengan tugas mengeluarkan dan mengatur peredaran uang 

kertas." Selanjutnya, pada tanggal 19 September 1945 dalam sidang Dewan 

J"l Perry Warjiyo, Bauk fmkmesia Bank Sentral RePJiblik iJJdonesia Sebuah Penganlar, 
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Jakarta, 2004, hat 19. 

18 Bank Indonesia, Sejarah Hank Seural Indonesia. I_H.tn;Umvw.bi gQ.id, Jakarta, 
Agustus, 200 L 
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Menteri, Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan satu bauk 

sirkulasi berbentuk bank mi!ik Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah 

pertama adalah membentuk yayasan dengan nama "Pusat Bank Indonesia". 

Yayasan tersebut merupakan cikal bakal berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI). 

Pada tahun 1949 berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den 

Haag, dan salah satu keputusan pentingnya adalah penyeraban kedaulatan 

Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RlS). Berkaitan dengan 

masalah perbankan, pada saat tersebut utusan Pemerintah mengalami kesulitan 

untuk mengusahakan agar Bank Negara Indonesia yang didirikan sejak tahun 

1946 ditetapkan sebagai bank sentral RIS sehingga Pemerintah Indonesia terpaksa 

menerima De Javasche Bank sebagai bank sentral. Dalam perkembangannya pada 

tanggal6 Desember 1951 dikeluarkan undang-undang nasionalisasi De Javasche 

Bank.19 

Pada l Juli 1953 dikeluarkan UU No.ll Tahun 1953 tentang Pokok Bank 

Indonesia sebagai pengganti .Javasche Bank Wet tahun 1922. Mulai saat itu 

lahirlah satu bank sentral di Indonesia yang diberi nama Bank Indonesia. Sejak 

Bank Indonesia menjadi bank sentral hingga tahun 1968, tugas pokok Bank. 

Indonesia selain menjaga stabilitas moneter~ mengedarkan uang, dan 

mengambangkan sistcm perbankan, juga masih tetap melaksanakan beberapa 

fungsi bank komersial. Namun demikian, tanggungjawab kebijakan moneter 

i>erada di tangan Pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter yang tugasnya 

menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia, 20 

Selain itu, Dewan Moneter juga bertugas memberi petunjnk kepada direksi Bank 

Indonesia dalam menjaga kestabHan nilai mata uang dan memajukan 

perkembangan perkreditan dan perbankan. Semua ini jelas terlihat bahwa 

kedurlukan Bank Indonesia pada masa itu masih merupakan bagian dari 

Pemerintah. 

w Ibid 

20 Locclt, hal. 21. 
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Pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 1968 tentang 

Bank Sentra111
, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda karena beberapa fungsi 

sebagaimana dilakukan oleh bank knmersial dibapuskan. 22 Namun demikian, misi 

Bank Indonesia sebagai agen pembangunan masih melekat, demikian juga tugas

tugas sebagai kasir Pemerintah dan banknya bank. Selain itu, Dewan Moneter 

sebagai lembaga yang membuat kabijakan yang berperan sebagsi perumus 

kebijakan moneter masih tetap dipertahankan. Tugas Bank Indonesia sebagai agen 

pembangunan tercermin pada tugas pokoknya, yaitu pertama mengatur, menjaga, 

dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, dan kedua mendorong kelancaran 

produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan keija guna 

meningkatkan taraf hidup rakyat 

Tugas~tugas pokok Bank Indonesia sebagai otorltas rnoneter pada masa 

itu, khususnya untuk memelihara kestabilan nilai Rupiah, tidak selalu dapat 

s.ejalan dengan tugas lain B3nk Indonesia, yaitu tugas untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan keija. Pertumbuhan ekonorni 

yang tinggi, misalnya sering pula diikuti oleh peningkatan harga-harga yang 

tinggi. Hal ini disebabkan oleh rnenguatnya permintaan di · dalam negeri 

sehubungan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai dampak 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Selanjutnya, dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999, kedudukan 

Bank Indonesia selak-u Bank Sentral Republik Indonesia telah dipertegas kembali. 

Dalam kaitan i11i. Bank Indonesia telah mempunyal kedudukan yang independen 

di luar Pemerintah sebagaimana bank-bank sentral di beberapa Negara, seperti 

Amerika Serikat, Filipina, Inggris, dll. Sebagai suatu lembaga yang independen, 

Bank Indonesia memiliki ke\venangan untuk merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai undang-

11 Dalam pembahasan sehubungan dengan pokok permasalahan pada tulisan ini, UU 
inilah yang ak:an dijadikan acuan !<arena: UU iniiah yang berlaku pada saat dikeluarkan kebijakan 
BLBI, kendati sekarang telah dikcluarkan UU Bank Indonesia, yaitu UU no. 23 talrun 1999 yang 
akan disebutkan lebih la.njut. 

21 0pCit. 
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undang tanpa campur tangan piliak di luar Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, 

Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan setiap bentuk campur tangan 

dari piliak di luar Baak Indonesia. Dengan independensi tersebut, Bank Indonesia 

selaku otoritas monoter diliarapkan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya 

secarn efektif. 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai 

badan hulrum, sehingga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan 

hulrum termasuk mengelola kekayaannya sendiri terlepas dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bank Indonesia juga berwenang 

membuat peraturnn yang mengikat masyarakat lnas sesuai dengan tugas dan 

kewemmgannya dan dapat bertindak alas namanya sendiri di dalam dan di luar 

pangadilan. 

2.1.2. Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral 

Menunrt UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank sentrn!, Bank Indonesia 

ada!ah bank sentral yang berpusat di Jakarta yang merupakan milik atau aset 

negara, yang modalnya merupakan kekayaan yang dipisahkan, dan bertindak 

sebagai pemegang kas Pemerintab, yang memiliki modal sebesar Rp. 

1.000.000.000,00 (seribu juta rupinh)" yang merupakan kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

Berdasarl•an Penjeiasan Umum UU No. 13/1968, Bank Indonesia sebagai 

bank sentral bertugas membantu Presiden dalam rnel3ksanakan tugasnya 

berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan yang ditetapkan o!eh Pemerintah dan 

Direksi Bank Indonesia dalam melakaanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Pernerintah. 

u Bank lndonesia memiliki modal sebesar Rp. 2"000.000.000.000 (dus trilyun rupiah) 
dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak lQll/o (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban 
moneter, dengan dana yang berasal dari Cadangan Umum atau dari hasil revaluasi asset 

Katalog "Tentang Bank Indonesia", HumaslJank Indonesia, Jakarta, 15 Maret 2004. 

Universitas Indonesia 

Dampak Pemberlakuan..., Ike Lestari, FH UI, 2009



15 

2.1.3. Tugas dan Tujuan Bank Indonesia 

UU No. 131196& tentang Bank Sentral, menempatkan Bank Indonesia 

sebagai pembantu Pemerintalt dalam melaksanakan kebijakan moneter. Dalam 

pesal 7 disebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah : 

a. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah; dan 

b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangnnan serta mcmperluas 

kesempatan kelja guna meningkatkan 1ll!afhldup rakyat. 

Dan untnk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dapat mengambil 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kredit untuk suatu jangka waktu tertentu untuk 

diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan.Moneter~ 

b. Menetapkan tingkat dan struktur bunga; 

c. Menetapkan pambatasan kwalitatif dan kwantitatif atas pemberian kredit 

oleh perbanksn.24 

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang ini disebutkan juga bahwa bagi Bank 

Sentral telah diberikan beberapa kewenangan dalam melaksanakan kebijaksanaan 

moneter yang sesuai dengan kebutuhan penjagaan kestabilan nllai rupiah dan 

parkembangan prodnksi serta pembangnnan gnna meningkatkan taraf hidup 

rakyat, yaitu : 

a. Dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Pernberian kredit dalarn rekening koran kepada Pemerintah oleh Bank 

Sentral banya dilakukan dalarn batas-batas anggaran yang telah disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan jaminan kertas perbendaharaan 

Permintal!n kredit yang rnelebihi batls-batas tersebut diatas hanya dapat 

dilaknkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan ral:yat lni berarti bahwa 

Bank Sentral diberi wewenang untuk menolak permintaan kredit dari 

24 Indonesia, Und(mg~uwkmg tentang Bank Se11tral, UU No" 13 tabun 1968 pasaJ 32 ayat (l). 
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Pemerintah sebelum Anggaron Pendapatan dan Belanja Negara tambahan 

disetujui oleh DPR. 

b. Dibidang perkreditan 

Bank sentral dan perbankan pada umumnya diwajibkan mengikuti batas

batas yang telah ditetapkan dalam rencana kredit. Rencana kredit tersebut 

disusun oleh bank sentral untuk diajukan kepada Pemerintah melalui 

Dewan Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter. 

Sebagai banker's bank, Bank Sentral dapat memberikan kredit likaiditas 

kepada bank-bank untuk tujuan paningkatan produksi dan lain-lain sesuai 

dengan program Pemerintah, sedangkall sebagai lender of the last resort, 

Bank sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk 

mengatasi kesutian-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan 

darurat, 

Dalam hal ini pemberian kredit yang diberikan oleh Bank sentral 

dilakukan dalam rangka program Pemerintah dan dalam batas-batas yang 

ditetapkan oleh rencana kredit yang bersang!mtan. Disamping itu Bank 

sentral rnempunyai wewcnang untuk menetapkan batas-batas kwantitatif 

dan kualitatif dibidang perkreditan bagi perbankan, satu dan lainnya dalam 

rangka pelaksanaan kebijakan moneter yang Ielah ditetapkan oleh 

Pemerintah. 

c. Dibidang devisa 

Dalam menjaga dan memelihara kesatbilan nilai Rupiah terhadap valuta 

asing, maka Bank: sentral menyusun rencana devisa daJam rangka 

pemeHharaan ekonoml masional dan memperlancar usaha-usaha 

pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas 

internasional. 

Rencana devisa tersebut diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan 

Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter. 

Untuk keperluan ini, Bank sentral antara lain menetapkan dan memelihara 

cadangan minimum dibidang devisa dalam perbandingan yang layak 
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terhadap kewajiban internasional. Apabila perkernbangan neraca 

pernbayaran menunjukkan gejala-gejala yang rnenunjukkan turunan 

cadangan devisa dan ernas rnilik Negara dibawah cadangan minimum, 

rnaka bank sentral mendahului Keputusan Pemerintah tentang hal ini wajib 

rnengambil tindakan pengarnanan yang dipandangnya perlu untuk 

mengembalikan keseimbangan dalam neraca tersebut 

d. Dibidang pembinaan dan pengawasan Bank 

Bank sentral berkewajiban pula untuk membina dan mengawasi perbankan 

di Indonesia, baik dari sudut ekonomi perusahaan terutama dengan jalan 

pengatumn dan penjagaan likuidill!s dan solvabilill!s bank maupun dari 

sudut moneter dengan jalan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemberian kredit bank. 

Kewajiban tersebut diatas dilalrukan dalam rangka usaha perkembangan 

yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbanlrun. 

2.1.4. Fungsi Bank lndonesia 

Dalam Penjelasan Umum lll(b) UU No. 13/!968 disebutkan bahwa fungsi 

dan wewenang Bank Indonesia dalam sektor perbankan adalah : 

a. Sebagai Banker's bank 

Dalam hal ini bank sentral dapat memberikan kredit likuiditas terhadap 

bank-bank (sebagai bank pelaksana) untuk tujuan peningkatan 

prodnksi, dll sesuai dengan program tujuan Pemerintah; 

b. Sebagai Lender if the last resort 
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Bank sentral dapat memberikan !credit Jikuiditas keparla bank-bank 

untuk mengatasi kesulitan Jikuiditas yang dibadapi perbankan dalam 

keadaan darurat, yaitu untuk membantu mengatasi mismatch yang 

disebabkan oleh resiko kredit a tau resiko pembiayaan. Artinya, 15 Bank 

lndonesia berperan sebagai kreditur akh.ir dengan memherikan kredit 

kepada perbankan karena sumber pembiayaan lain telah tertutup. Bank 

Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang 

mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh 

teljadinya mismatch dalam pengelolaan dana dengan tetap 

memperhatikan kriteria-kriteria yang Ielah ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di dalam UU Bank lndonesia 

2.1.5. Hubungan An tara Bank Indonesia dan Pemerintah 

Pada tahun 1997-1998 tersebut, berda•arkan Undang-undang no.l3 tahun 

1968 tentang bank sentrnl yang berlaku saat itu, Bank lndonesia sangat 

dipengaruhi oleh Pemerintah. Dalam pasal 8-13 UU no. 13/1968 disebutkan 

bahV<'a hubnngan Bank lndonesta dan Pemerintab adalah hubnngan subordinat. 

Pada saat itu Bank Indonesia banya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, 

sementam penentu kebijakannya adalah Pemerintah Hal ini terlihat dari adanya 

Dewan Moneter yang berfungsi untuk menetapkan dan mengarnbil kebijakan di 

bidang moneter. 

De""n Moneter tersebut diketuai oleh Menteri Keuangan, dan duduk 

sebagai salah satu anggotanya adalah Gubemur Bank Indonesia, dan anggota 

Iainnya adalah menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian. 

Artinya, kedudukan Bank Indonesia (dalam hal ini digambarkan dengan 

kedudukan Gubemur Bank Indonesia) berada dibawah Pemerintah (dalam hal ini 

digambarkan dengan Menteri Keuangan). Adanya carnpur tangan26 ini dirasakan 

lS Ibid, hal. 119. 

10 Di dalam pasal 22 dan 23, Bank Indonesia diawasllangsung oleh Pemerintab, yattu 
oleh Komisaris Pemerintah selaku pengawas bank sentral sebagai perusahaan. Anggota Komlsaris 

Universitas Indonesia 

Dampak Pemberlakuan..., Ike Lestari, FH UI, 2009



19 

dapat membuka peluang adanya campur tangan dan pihak luar yang dapet 

menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi kurang babkan tidak efektif 

2.1.6. Hubungan An tara Bank Indonesia dan Perbankan Nasional 

Membabas mengenai Bank Indonesia berarti kita berbicara mengenai 

otoritas moneter dl Indonesia. Bank Indonesia memegang peranan yang sangat 

penting dan strategis dalam bidang perbankan kbususnya dan perekonomian pada 

umumnya. 

Di dalam UU Perbankan, perbankan berfwtgsi sebagai agent of 

development, 27 yaitu sebagai lembaga yang bertujuan gona mendukWlg 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka menlngkatkan pemerataan 

pembanganan dan hasil-basilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas na.sional, 

ke arab peningkatan taraf hidup orang banyak. Sebagai agen pcmbangonan, 

perbankait membangun kekuatan melalui sektor moneter, yaitu dengan 

mengusabakan sektor ini untuk tetap stabil dan beryalan dengan baik Hal ini 

dilakukan mengingat adanya korelasi yang !mat dan tak terpisahkan antara sektor 

moneter dan sektor rill dalam pelaksanaan pembangunan. Apabila sektor moneter 

bekerya dengan baik, niscaya sektor riil akan dapat ml\iu dan berkembang. Bank 

sangat diperlukan keberadaannya guna kelanearan kegiatan perekonomian sektor 

riil. Dengan kata lain, bank merupakan perantara sektor riil dan moneter. Hal 

inilab yang dapat memungkiukan masyarakat melakukan investasi, distribusi dan 

Pemerintah <liangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Komisaris Pemerintah juga berhak 
menghadiri rapat direksi Bank Sentrsl, untuk mengawasi dan mencegah diambilnya keputusan 
atau tindakan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bcrlaku. Se!ain 
itu, Komisaris Pemerinrah juga berhsk melakukan pemerik.saan dengao meminta keterangan dan 
semua buku serta surat-surat Bank Indonesia. 

Theo F. Toemion (Direktur Speed Curency), Bank Selltral yang lndependen, Kompu, 25 
Mei 1998. 

21 Op cit, hal. 86. 
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konsumsi. Kelancaran ketiga usaha itu merupakan pintu pembangnnan ekonomi 

masyarakat" Fungsi ini merupakan penjabaran dari Pasal4 UU Perbankan. 

Seperti yang telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU No. 13 

tahun 1968 tentang Bank sentral, bahwa bank senlral berwenang untuk membinn 

dan mengawasi perbankan di Indonesia, baik dari sudut ekonomi perusabaan 

temlama dengan jalan pengatunm dan penjagaan likuiditos dan solvahilitas bank 

maupun dari sudut moneter dengan jalan pengatunm dan pengawasan terbadnp 

pembarian kredit bank. 

Bank adalah pilar penyangga perekonomian. Melalui bank, dana 

rnasyarakat dihimpun dan disalurkan kembali kepada masyara!rat dalam bentuk 

kredit ataupun yang lainnya (Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 3 UU Perbankan). Hal 

inilah yang memungkinkan bank menjalankan fungsi intermediasinya dalam lalu 

!iotas perekonomian nasional. Dalarn menyalurkan kreditnya kepada masyarakat 

ada bebarapa syarat yang urnurn dipakai oleh bank dalam menganalisis kredit, 

yang dikenal dengan istilah "Prinsip 5C, Prinsip 5P dan Prinsip 3R", yaitu: 

a. Prinsip 5C : 

• Character, adalah reputasi baik dari pribadi calon debitur. yaitu 

mereka yang selaJu menepatijanjinya dan berupaya untuk menepati 

janjl. Debitur hams rnau dan mampu mengembalikan kredit. 

• Capital, berarti caJon debitur harus memiliki modal !erlebih dahulu 

yang dapat diteliti untuk mengetahui tingkat rasio dan 

solvabilitasnya. 

• Capacity, adalab penilaian terhadap kemampuan caJon debitur 

dalmn mengelola usahanya. 

• Condition of Economic, perlu juga dierhatikan kondisl 

perekonornian saat itu. 

28 Y. Sri Susilo, et CJI, Btmk dut1 Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Sa1emba Empat, 
2000), hal. 6. 
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• Collateral (jaminan atau agunan), yaitu kemampuan caJon debitur 

memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara 

hukum dan ekonomi. 

b. Prinsip 5P : 

• Party, yaitu penggoolongn calon-calon debitur, guna meyakinkan 

bank akan watak, kemampuan dan modal para pihak. 

• Purpose, adalab tujuan penggunaan !credit oleh debitur tersebut. 

• Payment, adalah mengetahui apakah eaton debitur tersebut 

mempunyai sumber pendapatan untuk mengernbalikan kredit 

beserta bunganya. 

• Profitabiliry, yaitu penilaian terhadap kemarnpuan calon debitur 

untuk memperoleh keuntungan dalarn usahanya. 

• Protect;on, merupakan anatsisis terhadap sarana perlindungan bag! 

kreditur. 

c. Prinsip 3R : 

• Returns. adalah analisis atas kemungkinan pengembalian kredit 

beserta bunganya. 

• Repayment, merupakan perkiraan terhadap kemampuan calon 

debi!ur untuk mengernbalikan atau membayar kembali kartu kradit. 

• Risk bearing ability, adalah analisis tentang kemampuan calon 

debitur un1uk menanggung resiko. 

Bank Indonesia secara tidak langaung dapat dikatakan sebagai pengontrol 

serta penggerak perbankan di Indonesia. Melalui Bank Indonesia dapat lahir 

peraturan-peraturan yang akomodatif dan visioner bagi perkembangan kegiatan 

perbankan. sehingga akhimya dlharapkan dapat rnemenuhi dan mencapai fWigsi 

dan t\Uuan perbankan Apabila perbankan dalam posisi likuiditas yang baik dan 

didnkung oleh situasi negara yang kondusif, maka dengan sendirinya kondisi 

perekonomian akan membaik sehingga taraf hidup rnasyarakat dapat meningkat. 
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Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam campur Iangan Bank Indonesia 

ketika Indonesia dilanda krisis moneter tahun !997 yang mengakibatkan banyak 

bank collapse dan kepereayaan masyarakat terhadap hank merosot sebingga 

terjadi penarikan uang besar-besamn oleh para !ll!Sabah (rush). Ketika itu Bank 

Indonesia memhantu Pemerintah dengan mengeluarkan dana talangan yang 

kemudian dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. 

2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN LIKUIDITAS BANK 

INDONESIA 

2.2.1. Pcngertian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

Istilah Bantuan Likuidasi Bank Indonesia sccara resmi dipergunakan oleh 

Bank Indonesia dalarn bulan Maret 1998. lstilah inl muncul semenjak Indonesia 

menjalankan program pemulihan ekonomi dengan dnkungan IMF (International 

Monetary Fund} yang menyebutkan berbagei fasilitas tadi sebagai liquidity 

supports. Untuk membedakan dengan Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

(selanjutnya disebut KLBI) yang lebih dikenal secara umum dan sebagai 

terjemahan dari liquidity supports Ielah digunakan istilah Bantuan Lilroiditas 

Bank Indonesia atau BLBL 

BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada 

perbankan, untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan, 

ager tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan (mismatch) likuiditas, antara 

penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank." Perlu diingat, pangertian 

mismatch atau ketidakseimbangan likuiditas adalah keadean yang limbul akibat 

19 Soehandjono & Associates, op f;H., haL 9. 
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adanya kesenjangan likuiditas karena tagihan (liabilities) terhadap hank lebih 

besar dari haknya untuk dibayar (assets). 30 Hal ini terjadi dalarn pelaksanaan tugas 

perbankan dalam melayani sekror riil, roenyelesaikan pembayaran dari transaksi 

yang terjadi antar pam nasabah bank. Hak menerima bayaran dan kewajiban 

mernbayar harlan teljadi karena transaksi melalui dnkumen (non-cash paymenl) 

dengan perantll.r.Wl perbankan setiap bari kerja dicek melalui proses kliring. 

Di Indonesia, proses kliring" dilakukan oleh Bank Indonesia dan bank

hank lain yang ditutijuk oleh Bank Indonesia. Setiap hari hank-bank menyerahkan 

bnkti pembayaran dan tagihan uang melalui kliring. Bila huk tagih suatu bank 

lebih kecil daripada kewajihan, maka bank tersebut mengalami kalah klinng. Hal 

ini adalah hal yang biasa terjadi, sebab posisi netlo dari huk dan kewajiban harlan 

tidak selalu sama. Kalah kliring baru merupakan suatu masalah apabila suatu bank 

mengalaminya terns menerus, Dalam keadaan normal, untuk menutupi 

kekurangannya, bank yang kalah kliring dapat menggnnakan dananya sendiri, 

baik yang disimpan dikasnya maupun yang disimpan didalam giro pada Bank 

Indonesia atau meminjam dana dari bank lain dalarn Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) dengan suku bunga yang berlaku." Bila melalui kedua cam diatas dana 

yang dibutuhkan tidak diperoleh, barulah bauk tersebut mengajukan permintaan 

untuk menggunakan fasmtas Bank Indonesia, sebagai lender of the last resort, 

dengan suku bunga yang lebih besar dari pasar. Lazirnnya tindakan meminta 

fasilitas dati Bank Indonesia ini tidak suka dilakukan oleh bauk karena hal ini 

menandakan bahwa bank tersebut tidak dipercaya untuk meminjam dana jangka 

pendek dari sesama bank. 

30 Ibid 

.l! Klirlng adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank atas nama 
bank maupun nasabah yang perbitungannya disdesalkan pada wa.lctu tectenm 

31 Disebut suku bunga JI.BOR (Jakarta Jnter-lumk Offer Rate} yang berlaku untuk bank~ 
bank bonafide (21 bank sampai terjadlnya krisls). Untuk bank-bank diluar itu, suku bunga 
dite!apkan Iebih tinggi Iagi (JIBOR plus}. Menurut Kamvs Istilah Perbankan karya Riduan TOOink 
& Nikolaus--Fanuel. dilrenal juga lstilah LffiOR (London /nter-lx:mk Offer Rate), yaitu suku bunga 
antar bank yang berlaku di London. 
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Dalam operasinya ada beberapa jenis fusilitas likuiditas bank sentral 

kepada sektor perbankan dengan penyertaan yang berbeda, sesuai dengan sasaran 

maupun peruntukkannya. Fasilitas likuiditas Bank Indonesia dalam pengertian 

terdapet berbagai jenis, sehingga pengertian BLBI adalab semua fasilitas 

likuiditas Bank Indonesia yang disalurkan atau diberikan kepada bank, di luar 

KLBL 

Apabila KLBI merupakan kredit Bank Indonesia yang disalurkan melaui 

perbankan sebagai bank pelaksana bagi sektor-sektor usaba yang dipriorilaskan 

oleh Pemerintah atau yang lehih dikenal dengan !credit "program", make BLBI 

merupakao fasilitas "non program" yang merupakan tanggapan atas kesulitan 

likuiditas bank karena penarikan dana nasabab yang tidak dapet diatasi oleh bank

bank secara individuaL33 

Menurut catatan Bank Indonesia bantuan likuiditas yang termasuk dalam 

BLBI meliputi 15 jenis yang dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok fasilitas 

sebagai berikut34
: 

a. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan slstem pembayaran 

yang bisa terganggu karena adanya mismatch atau kesenjangan antara 

penerimaan dan penarikan dana perbankan, balk dalam jangka pendek 

disebutfasilitas disknnto atau fasdis 1 dan yang berjangka 1cbih panjang, 

disebut fasdis II. 

b. Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT) sejalan dengan 

program moneter dalam bentuk SBPU lelang maupun BilateraL 

c. Fasilitas dalam rangka penyehatan (nursing atau rescue) bank dalam 

bentuk kredit lil-uiditas darurat (KLD) dan !credit sub-ordinasi (SOL). 

d. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem 

pembayanm sehubungan dengan adanya penarikan dana perbankan secara 

33 Center For Financial Policy Studies. BwrtiiOJJ Lilcuiditas Bank Indcmesia ; Sua/11 
Pelajaratt Yang Sa11gat Mahal bagi Oloritas M011eter dan Perlumlum, Penerbit: PT. Elex Media 
Komputindo, Jakarta, 2002, haL 12. 

)<ll.rxCit 2 .• ha19-10. 
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besar-besaran (bank run atau rush) dalam bentuk penarikan cadangan 

wajib (GWM) atau adanya sa/do negatif atau sa/do debet atau overdraft 

rekening bank di Bank Indonesia. 

e. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan 

dalarn bentuk dana talangan untuk membayar kewajiban yang timbul dari 

pelaksanaan janji Pemerinlllh memperbatikan kepentingan deposan, 

dimulai dengan deposan kecil dan kemudian keseluruban deposan dan 

kreditur bank dalam sistem penjaminan menyelurub (blanket guarantee) 

dan membayar kewajiban luar negeri bank dalam rangka peijanjian 

Franli'urt. 

Ada dua unsur pokok perbedaan BLBI dengan KLBI, datangnya inisiatif 

dan suku bunga. Dari segi asal datangnya inisiatif, BLBJ datang dari bank yang 

mengajukan permintaan bantuan kepada Bank Indonesia -- sebagai lender of the 

last resort --karena mengbadapi masalab ketidak seimbangan likuiditas 

(mismatch) antara penerimaan dana dan pembayaran yang tidak bisa ditutup 

dengan sumber dana lain yang lazirn dalam perbaukan. Sedangkan dalarn hal 

KLBI inisiatlf datang dari Bank Indonesia, yang membantu pelaksanaan program 

Pemerintah (sebagai agent of development) memberi kredit kepada bank 

pelaksana agar menyalurkan kredit tersebut pada sektor atau kegiatan atau 

kelompok yang diprioritaskan dalarn program Pemerintah. 

Sedangkan dari aspek suku bunga, BLBJ mernpunyai suku bunga yang 

mengandung unsur penalti untuk mengurangi moral hazard dan karena itu selalu 

lebib tinggi dari pasar. Sedangkan suku bunga KLBI mengandung unsur subsidi, 

karena itu lebih rendab dari suku bunga pasar. Dana kredit-Ja:edit dengan KLBI 

ini sering merupakan campuran dari dana Bank Indonesia (KLBI), dana anggaran 

dan dana dari bank pelaksana sendiri, ini yang memungk1nkan dlberibn subsidl 

suku bunga. l> 

3s J. Soedradjad Dlwandono, Bergufat dengan Krisis dan Pemufihan El«momi Indonesia, 
Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2001, haL 170. 
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Dalam pembukuan Bank Indonesia posisi tanggal 29 Januari 1999 tercatat 

penggunaan dana BLBI sebesar Rp. 144.536.094.294.053,00 yang terbagi menjadi 

beberapa bentuk, yaitu " : 

a. Saldo Giro Negatif 

Sa1do giro negatif sebagian besar teijadi karena kekalahan bank dalam 

perhitungan kliring37 Bank kalah kltring hila jumlab nominal warkat 

kewajiban yang dikliringkan lebih besar dari jumlab warkat 

ragihannya. Bila kalab kliring tersebut dalam jumlab yang jauh lebih 

besar dari dananya yang tersedia (sal do kredit) pada rekening gironya 

di Bank Indonesia, maka rekening giro bank tersebut mensjadi 

bersaldo negatif (overdarfl). Bila hal ini teJjadi, maka bank tersebut 

harus dapat menutup kekurangannya sebelum kliring berikutnya 

dirnulaL 

Pada prinsipnya, rekening giro pada Bank Indonesia dilarang bersaldo 

negatif. Bank yang tidak dapat menutup saldo negatifuya dapat 

dibementikan sementara sebagai peserta kliring ( dikenai skorsing). Hal 

ini sesuai dengan SEBJ No.14/8/UUPB raoggal 10 September 1981 

yang merupakan penjabaran dari Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No.l4/351Kep/DIRJUPPB tanggal 10 Septemher 1981, bahwa 

kewenangan untuk menetapkan sanksi stop kliring berada pada 

penyelenggaraan kliring, yaitu Bank Indonesia dan bank yang ditunjuk 

oieh Bank Indonesia. 

Memasuki masa krisis pada bulan Agustus !997, banyak bank yang 

mengalami saldo negatif didalarn rekening gironya di Bank Indonesia. 

Kemudian sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia 

pada ranggal 15 Agustus 1997, Bank Indonesia memberikan dispensasi 

tanpa menyebutkan batas jumlah dan batas waktu yang tegas33 Dalam 

36 Bank Indonesia, Pengikata!l Hutang dan Jamirum Bl.B!, Jakarta, 2001, hal 25. 

11 Loc Cit, haL 174, 

38 Soehandjono&Associates, opeit, hal. 19, 
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keadaan nonnal, bonk-bank dapat menutup saldo negatifuya melalui 

swnber dana PUAB. Namun, kondisi PUAB saat itu sangatlah buruk 

sehingga banyak bank tidak dapat menutup saldo negatifuya. 

Pertimbangan Bonk Indonesia saat itu adalah apabila bank-bank 

bersaldo negatif tersebut diskors kliring maka dikbawatirkan akan 

banyak bank yang dltutup. Hal ini akan berdampak menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga dapat 

mengganggu stabilitas sistem perbankan dan sistem pembayaran. 

Bonk-bank tersebut akhimya tetap mengikuti kliring dan sejak bulan 

April 1998 fasilitas tersebul telah dibatasL Selanjutnya untuk 

mengamankan kepentingan Bank Indonesia, saldo negatif lersebul 

didudukkan menjadi suatu produk hukum dengan cara mengikatnya 

secam notariil. Fasilitas ini hanya diberikan dalam jangka waktu 

pendek dan harus dijarnin dengan sural berharga yang berkualitas. 

b. Fasilitas Sural Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK) 

FSBPUK merupakan pengalihan dari saldo .giro negalif daniatau saldo 

Fasilitas Diskonto I dao/atau Fasilitas Diskonto II. Fasilitas ini hanya 

diberikan sekali saja. Pemberian FSBPUK dilaksanakan berdasarkan 

Sural Direksi Bank Indonesia kepada Bank Penerima No. 

30/50/DIR/UK langgal 30 Desember 1997, yang te!ah mendapat 

persetujuan Presiden Rl melalui Surat Menleri Sekrctaris Negara No. 

R- I 83/1211997 tanggal 27 Desember !997 untnk 28 bank. 

Persyaratan-persyaratan Fasilitas FSBPUK dimuat dalam Sural Direksi 

BI No. 30/50/DIRiUK tanggal 30 Desember !997, periha1 Permohonan 

Pemberian Fasilitas SBPUK, yailu antaralain: 

• Menandatangani pe~anjian kredit perubahan akta jual beli promes 

nasabah yang dibuat secara notariit 

• Jangka waktumaksimum 18 bulan. 

• Besarnya diskonto 27% per tahun dibebonkan dimuka. 
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• Jaminan tambaban yang diserahkan berupa alctiva tetap milik bank 

atau penjaminan lainnya yang dimiliki pemegang sabam serta 

personal atau corporate guarantee. 

• Pengikatan jaminan diberikan secara notariil. Pengikatan SBPUK 

dilakukan secara notariil melalui akta jual beli promes nasabah 

dengan penyemban jarninan Jarninan pokoknya berupa promes 

nasabab dan jaminan tambabannya berupa tanab, bangunan, sural 

berharga, personal and corporate guarantee. 

Fasi1itas ini memilili nilai nominal sebesar Rp. 36.507.014.189.300,00 

yang terdiri dari nilai tunai FSBPUK sebesar Rp. 

29.479.125.314.255,70 dan diskonto sebesar Rp. 

7.027.887.357.044,32. NiJar tunal FSBPUK tersebut merupakan 

konversi dari : 

• Saldo Giro Negatif 

Posisi tanggal 31 Desember 1997 untuk 25 bank adalah sebesar Rp. 

20.919.669.781.322,40. 

• Fasiiitas Diskonto I 

Fasilitas Diskonto I (FD I) 

FD I ini merupakan ala! pengenda1i moneter oleh bank sentral. 

Penyediaannya untuk Bank atau Lembaga Keuangan Bukan 

Bank (LKBB) dalam rangka memperlancar dananya sehari

hari. Fasi1itas ini tidak berlaku lagi sejak 6 Maret 1998. 

Fasilims Diskonto l Repo (FD IRepo) 

Adalab fasilitas yang diberikan untuk membantu bank sehat 

yang rnerniliki Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tapi rnengalami 

masalah likuiditas akibat krisis moneter sehingga melanggar 

ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). FD I Repo 

merupakan fasilitas yang disediakan dalam rangka 

mernperlancar peogaturan likuiditas sehari-hari dan salab satu 
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alat pengendali moneter. Fasilitas tersebut dilakukan dengen 

cara pcnjualan sural berharga secara repo (repurchase 

agreement) atau penjamiruw sural berharga (secured discount 

window). Surat berharga yang dapat dipcrguna.kan adalah : 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)39
, dan atau Surat Berharga 

Pasar Uaag (SBPU) dalarn hal ini promes atau wesel yang 

diendors oleh bank lain. 

Posisi FD I Repo per tanggal 31 Desember 1997 yang 

dikonversi menjadi FSBPUK adalah sebesar Rp. 

1.659.244.168,96 untnk empat bank. 

Fasilitas Diskonto I Penjaminan Sura! Berharga 

Penyediaan fasilitas BLBI berpedoman pada Surat Edam.n No. 

215/UKU tanggal 27 Oktober 1988 dimana Ielah dieabut 

berdasarkan SE No. 30/!8/UPPB tanggal 6 Maret 1998. Tidak 

ada fasilitas diskonto I penjaminan surat berharga yang 

dlkonversi menjadl FSBPUK. 

c. New Fasilitas Dasknnto (Fasdis) 

Fasdis disediakan bagi haak untnk menutup kekurangan Giro Wajib 

Minimum (GWM) danlatau menutnp danlatau mengantisipasi dan 

mencegah terjadinya saldo giro negatif. Fasdis diberlal:ukan sejak 

tanggal 6 Maret 1998 untuk rnenutup pclanggaran. Fasdis ini berjangka 

waktn 1 hari kerja dan dapat dipcrpanjang 2 kali 7 hari kerja. Tingkat 

fiskonto Fasdis 7 hari kerja adalah 200% dari suku bunga Pasar Uang 

Antara Bank (PUAB) atau Jakarta Inter Bank Offired Rate (JIBOR) 

tujuh hari. Untuk yang jangka waktunya lebih dari 7 hari, besarnya 

diskonto adalah 300% dari suku bunga JIBOR. 

l? Pengertian SBI berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBl) No. 21/30fl,'FG, 
tanggal 27 Oktober 1988 angka 12 adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah (Rp) yang 
diterbhkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan utang betiauska waktu pendek. 
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Jaminan yang harus diserahkan berupa promes bank, SBI, sural 

berharga atau aset lainnya. Namun kini ditambah dengan personal 

guarantee dan corporate guarantee. Bank yang meminta Fasdis 

diwajibkan menyampaikan laporan setiap minggu mengenai 

pengguuaan fasdisnya. Dalam hal jumlah fasdis melarnpaui jumlah 

modalnya, maka bank dikenai beberapa kewajiban, yaitu : 

1. Disyaratkan menyusun rencana paningkatan dalam waktn yang 

ditentnkan tennasnk rencana pelunasannya, 

2. Dilarang melaksanakan pembagian deviden tunaL 

3, Dilarang memberikan kredit barn kepada pihnk terkait. 

Bila Fasdis yang diterima sudah melebihi modal tetapi belum 

mencapai dna kalinya, maka bank tetap harus dikenai tiga persyaratan 

tersebut diatas. 

Posisi Fasdis pada tanggal 29 Januari 1999 yang dialihkan kepada 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah sebesar Rp. 

28.530.%8.976,413,10 untnk empat bank. 

d. F asilitas Sal do Debet 

Untuk memperkuat posisi serta mengamankan kepentingan J?ank 

Indonesia terbadap bank-bank setelah tanggal l Januari 1998 masih 

bersaldo debet pada Bank Indonesia, maka saldo debet tersebut mulai 

bulan Agustus 1998 didudukkan menjadi FSD, Hal ini sesuai dengan 

Persetujuan Direksi BANK INDONESIA atas catatan yang diajukan 

oleh urusan Kredit tanggal 11 Agustus 1998, FSD diberikan kepada 18 

Bank dengan total sebesar Rp. 72.430.84U39.704,60. Posisi FSD 

tanggal 29 Januari 1999 yang dialihkan kepada BPPN adalah sebesar 

Rp, 54.460.895.504.552,60. 

e, Fasilitas Dana Talangan Valas 

Melalui fasilitas ini, Pemetintah menalangi kewajiban bank-bank 

dalam negeri yang Ielah jatub tempo namun tidak bisa dibayar terhadap 
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bank-bank luar negeri, alas transaksi pembiayaan perdagangan (trade 

finance) dan pinjaman luar negeri antar bank (Interbank debt) dengan 

posisi sampai tanggal 30 Juni !99&, Pinjarnan Komersial Luar Negeri 

(PKLN) bank yang jatuh tempo dalam suatu periode (consolidation 

period) dapat diperbaharui lrembali melalui penukaran (e;xchange 

offer) menjadi pinjaman baru, Fasilitas ini diluncurkan sebagai syarat 

agar bank kreditur luar negeri membuka kembali credit line-nya 

kepada perbaukan 1okal 

f. Fasilitas Dana Talangan Rupialr {untuk bank-bank yang dilikuidasi) 

Dilakukan dalarn 2 tabap, yaitu : 

L Tahap I, untuk pembayaran deposan sampai dengan Rp. 20 juta per 

rekening. Hal ini didasarkan lrepada Penjelasan Pemerinlah 

mengenai Kebijakan Pemerinlah dalam Likuidasi Bank yang 

diUJ11umkan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan, Mensekneg, dan Gubemur Bank 

Indonesia pada tanggal I November 1997, Atas dasar pengumuman 

tersebut, Bank Indonesia memberikan talangan kepada J 6 BDL 

(Bank Dalam Likuidasi) dengan total jumlah dana sebasar Rp, 

1.642.280.000.000,00 yang diikat dengan SPK (Surat Perjanjian 

Rredit), 

2. Tahap II, untuk pembayaran sisa dana deposan. Pada tanggal 4 

Maret 1998 Bank Indonesia mengeluarkan SPK kepada 16 BDL 

dengan total sebesar Rp. 3.692.723.344.835,81. 

Selain meialui 2 tahap pembayaran diatas, masih terdapat fasilitas dana 

talangan rupiah yang digunakan untuk menutup saldo giro negatifBDL 

pada Bank Indonesia sebesar Rp. 6.161,003.686.246,47. Posisi 

Fasili!as Dana T alangan Rupiah pada tanggal 29 J anuari 1999 sebesar 

Rp, 11.496,007.03 1.082,30, 
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2.2.2. Latar Belakang dan Kronologis Pengocuran Dana Bantuan Likuiditas 

Bank Indonesia 

Selama dekade 80-an, hampir semua negara Asia melakukan liberalisasi40 

sistem keuangannya, termasuk Indonesia. Di beberapa negara, liberalisasi disertai 

dengan pemberian kelonggaran dalam pengawasan arus modal asing, lalu lintas 

devisa, kebebasan menentukan jumlah kredit yang disalurkan dan kebebasan 

menentukan suku bunga. 41 Jmplikasinya kemudian adalah tersedianya banyak 

pilihan bagi masyarakat akan jasa-jasa keuangan dan persaingan usaha yang 

semakin kuat. 

Pada awalnya, Pemerintah Indonesia melakukan deregulnsi terhadap sektor 

perbenkan42 dengan mengeluarkan sejumlah regulasi baru pada tanggal I Juni 

1983 yang dikenal dengan Paket Juni (PAKJUN) 1983 yang memberikan 

kebebasan yang lebih besar kepada sektor perbenkan untuk menyalurkan kredit 

dan menentukan sendiri suku bunga kredit. 43 Liberalisasi kemudian menjadi 

semakin progresif dilakukan melalui regulasi yang dikenal dengan nama Paket 

Oktober (PAKTO) 1988, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1988 yang beriai 

sejumlah kebijakan Pemerintah dalarn hal mendirikan bank dan lembaga 

keuangan bukan bank serta ketentuan mengenai cadangan minimwn yang 

diturunkan dari 15% mel\iadi 2% terhadap jumlah deposito. Inti dari kebijakan ini 

adalah meningkatkan mobilisasi dana daa menciptakan kompetisi dalam sektor 

keuangan. Hal ini telah mendorong dibukanya bank-bauk baru yang pada 

40 Liberalisasi perbankan seharusnya dilaksanakan secara lx:.rtahap, lergantung pada 
kesiapan !embaga-lembaga terkait, infrastrnktur hukum, datl kapasitas sumber claya manusianya, 
Kerapuhan akan timbul beberapa tatum setelah dilakukan liberalisasi apabila prasyarat persiapan 
tersebut tidak diperbatikan, 

Mari Pangestu. Tl:e Jm:kmesia Bank Crisis and RIJ$intCturiJJg: Les.s011s and Implications 
for Other Developing Cormtries. G~24 Discussion Paper Series No. 23, United Conference on 
Trade and Development, 2003. 

41 lll..B Hadori & Rekan, SJudi Ekonomi Bantuan Likufditas Bank Indonesia, (Jakarta : 
Bank Indonesia, 2002), Hal. 6. 

42 Lampiran 2 - Reformasi Sislem Keuangan Indonesia : dan Lampiran 3 - Reformasi 
Kebijakan Moneter Indonesia. 

43 HLB Hadori & Rekan. op cit, hal 11. 
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awalnya merupakan jawaban alas kebutuhan dana untuk investasi di sektor 

industri yang telah tumbu!L Namun pada perkemhangannya, kebutuhan tersebut 

tidal< hanya dipenuhi oleh sektor pertnmken tetapi juga dipenuhi oleh sektor

sektor asing seperti pasar modal dan modal asing. 44 

Dalarn kurun waktu tahun 1990-an, pembangunan di Indonesia 

berkemhang pesat sehingga memaeu perkembangan ekonomi. Khusus dalam 

bidang perbanken, sqak dibebaskannya lalu lintas devisa, tereatat pertumbuhan 

perbankan semakin meningkat yang ditandai dengan pertambahan jumlah bank, 

dari 11 bank pada tahun 1988 menjadi 20 bank pada tahun 1994 dengan minimal 

kapital sebesar Rp. 50.000.000.000,-.45 Di sisi lain, percepatan besaran i sektor 

perbankan seperti j umlah bank dan kantomya, jumlah kredit yang disalurkan dan 

masuknya modal asing yang tidak dapat diimbangi oleh perbankan yang 

memadai dari pengawasan bank dan sektor hukum. Masuknya modal asing yang 

kebanyakan bersifat jangka pendek temyata tidal< disertai dengan perlindungan 

terhadap niJai, melainkan terkonsentrasi terbadap bisnis yang berkonsentrasi 

tinggi, seperti pada bidang properti. Selain itu, penurunan kualitas portofolio 

kredit dari lembaga~lembaga keuangan di negara-negara Asia Miracle serta beban 

utang yang sangat besar eli setor dunia usaha .. mengakibatkan kondisi finansial 

negara Asia Miracle tersebut sangat rentan terhadap kemungk:inan teijadinya 

shock. 46 

Pada bulan Juli 1997, mala uang sejumlah negara Asia, yaitu Korea 

Selatan, Thailand, Malaysia menurun drsstis nilai tukarnya terhadap dollar. Hal 

ini juga berdampak terhadap Indonesia, yang mengalami penurunan drastis nilai 

tukar rupialmya terhadap dolar, sehingga pihak bisnis dan perbankan mengalami 

kesulitan untrik memenuhi kewajibannya terhadap hank. Keadaan teraebut 

44 Ibid 

4
.$ Sehingsa Indonesia pada saat ito dikatakan sebagai bagian dar! "Keajaiban Asia" (Asia 

JJiracle) kareoa pertumbuhan ekonomi yang ti11ggi, kondisi Jiskal yang umumnya surplus da 
tingkat intlitSi tergofong rendah. 

Soehandjono & Associates, op cit, hal. 12. 

4<l HLD Hadori & Rekan, op cit, hat 12. 
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mengakibatkan banyak bank yang merugi dikarenakan tidak melindnngi nilai 

kurs pinjaman valuta asingnya dan memburuknya arus kas sehingga tidak teJjadi 

kesulitan likuiditas. Hal ini kemudian mendorong masyarakat nntuk melakukan 

pembelian valas secara besar-besaran, baik untuk membayar utang valas maupnn 

untuk spekulasi. Peristiwa-peristiwa ini melebar rnelalui dampak penularan yang 

sistemarik (contagion ejfocts)41 sehingga mengakibatkan krisis." 

Pemerintah kemudian melakukan beberapa kebijakan awal untuk menyikapi 

krisis tersebut 49 Beberapa kehijakan itu antara lain adalah :"' 

a. Tanggal II Juli 1997, dilakukan peleberan kurs intervensi rupiah dan 

8% menjadi 12%. 

b. Tanggal 14 Agustus 1997, dilakukan penghapusan intervensi terhadap 

rupiah. Selain itu dilakukan intervensi terhadap pasar valas nntuk 

menghadapi tekanan val as yang timbul, baik sebeJum maupun sesudah 

teJjadinya intervensi rupiah II Juli yang lalu. 

c. Dilakukan langkah-langkah pengetatan likuiditas melalui kebijakan 

moneter dan fiskal, untuk mendukung upaya mempertahankan kurs. 

d. Tanggal 15 Agustus 1997, Menteri Keuangan mewajibkan bank 

BUMN mengalibkan dana yayasan milik Pemerintah dan BUMN yang 

dipegang ke dalarn bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBl). 

"'
1 Dasar argumen oleh Jeffery Sach, abli ekonomi dari Harvard University, sebagaimana 

dikutip dalam buku kruya l Soedracljat Djiwandono, Bergulat dengau Krisis dan Pemulihau 
Elwnomi fudmJesia, (Jakarta; Pustaka Sioar Harapao, 2001). hat7. 

"1Cr:isls merupakan akibat dari gejo!ak flnansial atau ekonomi dalam perekonomian yang 
mengidap kcrawanan. Kerawanan perekonomian dapat terjadi karena unsur-unsur yang bcrsifat 
internal maupun ekstemal, antara lain : 

L Faktor intema~ yaitu dapal berupa kebijakan makro yang tidak tepat, lemahnya 
atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan dan ketidakstaBHan 
politik. 

2. Faktor ekstemal, yang sangat berpengaruh misalnya adaiah kondisi keuangan 
global yang berubah, ketidak seimbangan, atau misalignment nilai tukar mate uang dunia (dollat 
dengan yen}, atau perubahan ccpat dari sentimen pasar yang meluas sebagai akibat dari peri!ah.-u 
ikut-ikutan alau hard instinct dari pelaku usaha 

Ibid. haL 5-6. 

<VJ Perlu diingat bahwa kedudukan Bank Indonesia pada saat itu adalab sebagai pelaksana 
dan pendukung kebijakan Pemerintab sesual dengan UU No. 13/l%8 tentang Bank Sentral. 

~HLBHadori&Rek:an,opcit, hat 12, 13, 16. 
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Langkah-langkah rersebut diatas ternyata belrun mampu menciptakan kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan Akibat yang le!jadi selanju1nya adalah perbankan 

mengalami kelangkaan likuiditas, suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

melonjak tinggi serta terjadinya penarikan rupiah besar-besaran (rush) oleh 

masyarakat secara sistemik 51 Kondisi ini mengakibatkan banyak bank mengalarni 

saldo debet atau rekeningnya di Bank Indonesia dalarn pnsisi minus, sehingga 

melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). Perbankan nasional tidak 

dapat memenuhi kewajibannya terhadap hank luar negeri. Kenyataan ini 

berdampak terjadinya kelangkaan pasokan barang-harang kebutnhan pekok 

termasuk kebutuhan medis dan ohat-obatan, yang semakin menarnbah kepanikan 

masyarakat. 

Pada tanggal 15 Agnstus 1997, Rape! direksi Bank Indonesia menetapkan 

kebijakan berupa pemberian dispensasi kepada bank-bank untnk dapat ikut serta 

dalarn kliring meskipun mereka bersaldo debet. Keadaan tidak juga mereda 

setelah dilaknkannya kcbijakan tersebut, terlihat dengan semakin banyaknya hank 

yang mengalami saldo debet (bnkan sekedar mismatch)." Bank Indonesia 

menganggap kewenangannya sebagai lender of the last resort tidak cukup untuk 

mengatasi likuiditas, Bank Indonesia kemudlan membawa masalah ini ke dalam 

sidang EKKUWASBANG dan PRODIS pada tangga13 September 1997. Melalui 

sidang tersebut, Presiden Soeharto membuat keputusan penting yang merninta 

agar Menteri Keuangan dan Gubemur Bank Indonesia mengambil langkah

langkah sebagai berikut :53 

a. Bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalarni kesulitan likuiditas 

untuk sementara supaya dibantu, 

b. Supaya diupayakan penggahungan atau akusisi terhadap bank-hank 

yang nyata-nyata sakit oleh bank yang sehat. Jika upaya ini tidak 

berhasil, hank-bank bermasalah atau tidak sebat supaya dilikuidasi 

"'"
1 Ibid, hat 19. 

n Center for Financial policy Studies, op cit, haL 28. 

n Soebandjono & Associat~ op cit, hal. 18. 
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sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

mengamankan semaksimal mungkin para penabung, terutama pemilik 

simpanan keciL 

Dari sini dapat kita lihat babwa Pemerlntah dihadapkan pada dilematis, antara 

menutup sejumlah bank namun aksn mengundang kepanikan depnsan, atau 

menyelamatkan bank melalui pemberian bantuan lik:uiditas untuk mencegah 

lnmpubnya sistem perbankan tetapi dapat menimbulkan moral hazard. Pada 

aklrimys Pemerintah mengambil kedua langkah diatas, ysitu dangan program exit 

policy atau menutup bank-bank yang tidak dapat diselamatkan54 dan menalangi 

uang deposan bank-bank tersebut. Bank Indonesia juga memberikan bantuan 

li~-uiditas kepada bank-bank yang masih dapat diselamatkan, antara lain fasilitas 

Diskonto I dan II. 

TekaDl!ll krisis tidak juga nereda dan kepercayaan lllrhadap perekonomian 

nasional merosot: Melalui sidang Kabinet pekan pertarna Oktober 1997,55 

Pemerintah memutuskan untuk mengundang International Monetery Fund (Ili1F). 

Dilakukanlah negosiasi untuk mendapatkan bantuan teknis dan pinjaman siaga. 

IMF menyodotkan pekat pemulihan ekonorni yang berat, ysitu refonnasi ekonomi 

sektor riil, restrukturisasi sek1or keuangan (diutamakan Perhankan), dan 

pelakaanaan kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-bati. Kesepakatan 

mengenai sejumlah langkah yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia untuk 

rnenyehatkan ekonominya tertuang di dalam Letter of Intent (Lol/6 dengan IMF 

!4 Pemttupan terhadap I 6 bank yang tidak dapat dimcrger atau akuisis[ (atas dorongan 
JMF) pada awa! November 1997 semula dimaksudkan untuk memulihkan k:epercayaan terhadap 
perbankan, namun berubah menjadi krisis besar~besaran dan rush selelah bank Andromeda dan 
Bank Jakarta yang ditutup mengajukan gugatao. Penutupan 16 bank menjadi Bank Dalam 
Likuidasi (BDL) tersebut dilanjutkan dengan penutupan bank yang tidak sehat atau bermasalab 
atau Udak layak lagi untuk beroperasi dengan menjadikan tujuh bank pa.da bulan April 1998 
sebagai Bank Beku Opernsi (BBO) serta empat bank pada bulan Agustus I 998 dan 38 bank pada 
bulan April 1999 sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)" Penutupan 16 bank ini sering 
dipersalahkan sebagai pemicu utama terjadinya krisis perbankan di Indonesia karena tldak teniapat 
konsistensi da!am pelaksanaannya. 

55 HLB Hadori &Rek8n, cp cit, hal. 13. 

,SG P.ada hakekatnya, Loi adalah merupakan dokumen yang menggambarkan langkah 
lcebijaksanaan yang akan ditempuh negara anggota dalam kaitan mendapatkan dukungan pemBank 
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yang akhirnya ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Gubemur Bank 

Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1997, yang anlara lain berisi : 

a. Restrukturisasi yang dilakukan secara komprebensif merupakan konci 

keberhasilan. 

b. Bank-bank insolvent - tidak sanggup membayar kewajibannya yang 

talc mungkin dise!amatkan diharuskan menyusun dan melaksanakan 

rencana rehabilitasinya" 

c. Program restrukturisasi terdiri dari empat hagian. Pelaksanaannya 

dibantu lMF, Baak Dunia dan Bank Pembanguna Asia. Due Diligence 

terhadap bank dilakakan untuk mengetahui derajat kesehatannya. Bank 

yang sehat tetap berada di bawah penguasaan Bank Indonesia, 

sedangkan yang sakit disehatkan oleh Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN). 

Dalam rangka menindaklanjuti Lol ternebut, pada tanggal I November 

1997, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan mencabut izin usaha 16 

Bank, sehingga berstatus Bank Dalam Likuidasi (BDL) dengan jaminan bahwa 

Pemerlntah bersedia membayar simpanan para nasabah BDL tersebut 57 Tindakan 

ini juga belum mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat"' Untuk 

meredam kepanikan masyarakat, Pemerintah akbimya mengeluarkan pemyataan 

bahwa tidak akan terjadi penutupan beak lagi. Tetapi tindakan ini tidak membawa 

Jndonesiaayaan fMF. Dokumen ini sebenamya bukan merupakan suatu perjanjian atau kontrak 
!credit akan tetapi merupakan suatu arrangement. 

Soehandjono & Associates, op cit, hat 7. 

51 Pada tanggal 15 Januari tersebut, Pemerintah memuwskan untuk tidak melikuida.si 
bank dan dilanjutkan doogan pemberian blanket grrarcmiee terhadap kewajiban Bank Umum 
dengan Keppres No. 26 Tahun 1998 tanggal26 Janua.ri 1998. 

HLB Hadori &Rekan, op cit, hal. 21. 

$t: Kebijakan untuk menu!up bank tidak hanya gaga! dalam mengembalikan kepercayaan 
pasar, tetapi juga memicu pelarian simpanan bank~bank dan menyebabkan system perbankan 
mendekati total collapse. Penutupan bank tidak berhasil karena selain belum diterapkannya blanket 
guarantee yang penting bagi pencegahan pelarian leh para deposan, juga karena perilalru kurang 
laya.tc dari para pemilik bank~bank yang dilikuidasi yang rnengkritik dan mengajukan tuntutan ke 
pengadilan terbadap Merneri Keuangan dan Gubemur Bank Indonesia 

1. Soerlradjad Djiwandono, lmlonesia FimR1cial Crisis After Tm Years: Some note sen 
lessons leanwd t:md prospects, op cit, heL 7 _ 
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pengaruh yang banyak, rush tetap teljadi dan bank-bank juga tetap mengalami 

saldo debet. 

Pada tanggal 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani 

Supplement Lol yang berisi 50 butir program perbaikan ekonomi, termasuk 

amandemen U1J Perbankan dan revisi RAPBN tahun 1999, dimana Pemerintab 

kemudian mengwnumkan kesediaannya untuk :" 

a. Menjamin kewajiban bank umwn. 

b. Mengambalikan sernua dana pam deposau 16 BDL yang ditutup bulan 

November 1997. 

c. Membentnk Badan Penyehatan Perbankan Nasioual (BPPN) unt.nk 

mengambil alih semua BLBI. Selain itu, BPPN juga dibentuk untuk 

memperkuat kesehatan sislern perbankan, restrukturisasi indust.ri 

perbankan dan melaksanakan skema jaminan Pemerintah.00 

d. Akan diberikan dana talangan sebagai dana penjaminan dalam rangka 

trade finance (sesuai dengan Frankfurt Agreement yang akan 

dilaksanaken tanggal4 Juni 1980). 

Bersamaan dengan kebijakan Pemerintah tersebut diams, Bank Indonesia juga 

memutuskan untuk lidak memberlaknkan ketentuan stop khring bagi bank-bank 

yang mengalami saldo giro negatif (saldo debet). Dasar pertimbangannya adalah 

apabila ketentuan tentang pemberian BLBI dan ketent:uan tentang keikutsertaan 

bank dalarn kliring diberlakuken secara ketat, maka sistem perbenkan tidal< akan 

59 HLB Hadori & Rekan, op cit, haL 13. 

60 Kelompok penyehatan perbankan diawali den gao pend irian BPPN dengan dasar hukum 
berupa Keputusan Presiden dan Swat Keputusan Bersama antara BPPN derJgan Bank Indonesia. 
Dasai' hukum ini secara hirarki t!dak begitu kuat yang mempengaruhl mernpengaruhi kemampuan 
BPPN untuk menyelcsalkan permasalahan-permasatahan dalam krisis perbankan, sehingga 
kewenangan yang amat besar tidak efcl...1if dijalankan. Pendirian BPPN terutama berhJjuao untuk 
merestru!cturisasi bank~bank dengan melakukan ptmgamBank lndonesial alihan manajemen, 
menyelesaikan aset yang tidak sehat. menjamin dan melaksanakan program-program lainnya 
bersama Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Badan ini didirikan sement.ara sebagaimana 
dimaksud dalam UU Perbankan. Kewenangan-kewenangan BPPN yang diatur dalarn Peraturan 
Pemerintah bertentangan dengan kewenangan Pefseroan Terbatas atau kewenaogau badan 
peradUan yang dia.tur oleh undang-undang. 

!hid, hal 21. 
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terselamatkan, karena dalam masa krisis sanksi stop kliring akan bemkibat pada 

penutupan bank. 

Mengacu pada komittnen tersebut, pelaksanaan pembayaran pel\iarninan 

terhadap nasebeblkreditur merupakan kewajiban Pemerintah. Namun karena 

adanya kendala pada kondisi keuangan Pemerintah saat itu, maka Bank Indonesia 

menyediakan dana mlangan !erlebih dahulu dalarn rangka pembayaran kew'\iiban 

Pemerin!ah, yang pada gilirannya akan ditagih oleh Bank Indonesia kepada 

Pemerintah61 Komitmen dan kebijakan Pemerintah pada akbirnya direalisir dalam 

berbagai bentuk fasilitas Bank Indonesia yang kemndian disebut Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

BLBJ sebenamya adalah terjemaban dari istileb Bank Indonesia's 

Liquidity Support (Lol tanggal 15 Januari 1998), yaitu merupakan kelompok 

bantuan likuiditas (liquidity support) dari Bank Indonesia kepada perbankan untuk 

menjaga kestabilan sistem pernbayaran I mengatasi kesulitan likuiditas.62 Dalam 

kondisi normal, fasilitas ini hanya diberikan kepada bank yang mengalarni 

kesenjangan tagihan dan kewajihan bayar. 

2~.3. Dasar Hokum Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

Dasar hnkum yang mendasar dalam kaitan penyaluran BLBI antara lain 

diatur dalam. 

a. Undang-Undang Nomor 13 Ta/lun 1968 tentang Bank Sentra/. 

DalamPasal29 ayat (I) dan Pasal32 ayat (3) serta penjelasan urnumnya: 

• Sebagai banker's bank, Bank Indonesia dapat memberikan kredit 

likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalarn 

keadaan darurat dan bahwa sebagai lender of the last resort, Bank Sentral 

Gl Jbid 

.;z Ibid, bal. :Z!t 
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dapat memberikan kredit lik:uiditas kepada bank-bank untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan lik:uidi1as yang dihadapi dalam keadaan darurat. 

• Pasal 7 menyebutkan bahwa tugas pokuk Bank ludonesia adalah 

membantu Presiden dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan 

nilai rupiah. 

• Pasal 8 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas pokoknya, Bank 

ludonesia melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

dibantu oleh suatu Dewan Moneter yang terdiri alas 3 orang anggol:a, 

yaitu Menteri - rnenteri yang rnemBank Jndonesiadangi keuangan dan 

perekonomian dan Gubemur Bank Indonesia 

• Pasal 32 ayat (3) menyebutkan bahwa: 

"Bank Indonesia dalarn melaksannkan tugas pokoknya dapat memberikan 

!credit lik:uiditas kepada bank untuk mengatasi kesulitan liku1ditas dalam 

keadaan darurat." 

Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran BLBI merupakan implementasi 

dari Pasal 32 ayat (2) tersebut, dimana BLBI secara huknm mcrupakan 

!credit atau pinjarnan yang harus dikembalikan atau dilunasi. · 

b. Keputusan Presiden Nomor 120 Talzun /998 tentang Penerbitan Jaminan 

Bank indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank PERSERO dan 

Bank Pembangunan Daerah untuk Piry·aman Luar Negeri. 

DalamPasa12 ayat (l) menyebutkan hahwa: 

"Bank Indonesia dapat memberikan jarninan atas pinjarnan luar negeri dan 

atau alas pembiayaan perdagangan internasional yang dilahtkan oleh bank" 

c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap 

Kewajiban Pembayaran Bank Umum, 

Dalarn Pasal I menyebutkan bahwa : 
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'1'emerintah memberikan jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum 

kepeda pemilik simpanan dan kreditumya akan dipenuhi." 

d. Keputusan Presiden Nomor 193 1'ahun 1998 tentang Jaminan Terhadap 

Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. 

Dalam Pasal2 ayat (1) menyebutkan babwa; 

"Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayatan Bank 

Perkreditan Racyat." 

e. Petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang KaBank Indonesianet 

Terbatas Bidang EKKUWASBANG dan PRODJS pada tanggal 3 September 

i997, 

yang menyebutkan banwa: 

"Krisis di beberape negara menunjukkan babwa sektor keuangan khususnya 

perbankan merupakan unsur yang Sangat penting dan dapat menjadi pemicu 

serta mernperburuk lceadaan. Untuk itu kepada Saudam Menteri Keuangan 

dan Saudam Gubemur Bank Indonesia saya rninta untuk mengambillangkah

langkab sebagai berikut: 

• Bank Naslonal yang sehat tetapl mengalatni kesulitan !ikuiditas untuk: 

sementara supaya dibantu. 

• Bank yang nyata-nyata tidak sebat supaya diupayakan penggabungan atau 

akuisisi dengan bank lainnya yang sehat. 

• Jika upaya tersebut tidak berhasil, supaya likuidasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengamankan 

semaksimal mungkin para deposan terutama deposan kecil." 
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f Pasa/ 37 ayat (2) hurufb UU No. 7tahun 1992tentang Perbankan 

" Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan 

kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat meogambil tindakan lain 

seslllli dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." 

Didalam penjelasannya dikatakan bahwa Bank Indonesia dapat menentukan 

langkah untuk menyelamatkan bank yang mengalami masalah yang 

membahayakan kelangsungan usahanya, sebelum dilakukan pencabutan izin 

usahanya dan I atau tindakan likuidasi. Langkah penyelamatan rersebut 

dilakakan terhadap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. 

Sedangkan apabila dikelompokkan secant kbusus berdasarkllll jcnisnya, 

dasar hukum penyaluran BLBI adalah sebagai berikut : 

a. Ketentuan Penjaminan dan BPPN 

• Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 tahun 1998 tentang Jaminan 

terhadap Kewajiban Pembayanan Bank Umum. 

• Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 26/KMK.OI7/98 teotang Syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah ll>rhadap Kewajiban 

Pembayaran Bank Umum. 

• Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 32/46/KEP/DIR dan No. 

181/BPPN/0559 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan 

Pemerintah terbadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. 

b. Kefenlutm Fasdi•·l dan II 

• SK Bl No. 3112AIKEP/DIR tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi atas 

Pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dan Sll!lksi Saldo Negatif 

pada Bank Indonesia. 

• Surat Edaran (SE) No. 16/8/UKU tanggal 21 Januari 1984 perihal 

Penyediaan Fasilitas Diskonto dalam Rupiah. 

• Keputusan Rapat Direksi Bank lndonesia tanggall9 September 1997. 
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• Lampiran Catalan Peribal FD-I dan FD-II tanggal26 September 1997 dan 

Keputusan Rapat Direksi tanggall9 September 1997. 

• SK BI No, 21/54/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1998 teotang Penyediaan 

Fasilitas Diskonto Rupiah. 

• SK BI No. 23/84/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Tata Cara 

Penggunaan Diskonto 1 

• SE BI No. 2115/UKU tanggal 27 Oktober 1988 tentang Penyediaan 

Fasilitas Diskonto dabnn Rupiah. 

c. Ketentuan FSBPUK (Fasilitas Sural Berharga Pasar Uang Khusus) 

• Sum! Gubernur BI tanggal 26 Desember 1997. 

• Lampiran Sural Gubemur Bl pada tanggal 26 Desember 1997 tentang 

Bantuan Likuiditas Bauk Indonesia kepada Bank-beuk Swasta Nasional. 

• Sural Menteri Negara Sekretaris Negara kepada Gubemur Bank Indonesia 

No. R-1831Mensekneg/12/1997 tentang Bantuan Lilruiditas Bank 

Indonesia kepada Bank-bank Swasta NasionaL 

• Surat Bank Indonesia No, 30/50/D!RJUK tanggal 30 Desember 1997 

tentang Permohonan Pemberian FSBPUK. 

d. Ketentuan (new) Fasdis 

• SE No. 30/18/UPPB tanggal 6 Maret 1998 tentang Fasilitas Diskonto, 

Sauksi atas Pelanggaran GWM dalam Rupiah dan Sauksi Saldo Giro 

Negatif pada Bank Indonesia. 

• SK No. 301271/KEP/DIR tangga16 Maret 1998 tentang Fasilitas Diskonto, 

Sanksi alas Pelanggaran GWM dalam rupiah dan Sanksi Saldo Giro 

Negatif pada Bank Indonesia. 

• SE No. 3110 1/UPPB tanggal 6 April 1998 tenlang Tala Cara Penyediaan 

Fasilitas Diskonto, Pengaliban Saldo Fasilitas Diskont:o kepada Rekening 

BPPN. Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar alas Pelanggaran GWM 

dalaru Rupiah dan Bunga Saldo Giro Negatifpada Bank Indonesia. 
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• SK No. 31/55/KEP/DIR tanggal I Juli 1998 lentang Fasdis, Pelangganm 

Giro Wajib Minimum dalam Rupiah. Keputusan Direksi Bl No. 

31/55/KBP/DIR tanggal 1 Juli 1998 berisi tentang persyaratan Fasilitas 

Diskonto, yaitu : 

Menandatangani Akta Pengakuan Utang dan Akta Pengakuan 

Utang dengan Jaminan disertai penyerahan Promes Bank 

Jarninan tambahan yang diserahkan berupa aktiva tetap rnilik 

bank alau pinjaman lainnya dan saharn bank alau perusahaan 

lainnya yang dimiliki pemegang saham. 

• SE No. 31117!UPPB tanggall Juli 1998!entang Fasdis, Pe1anggaran Giro 

Wajib Minimum dalam Rupiah. 

e. Ketentuan Dana Talangan Val as 

• SK No. 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Laporan 

Pinjarnan Komersial Luar Negeri oleh Badan Usaha Bukan Bank. 

• KEPPRES No. 55 Tahun 1998 tanggal 6 April 1998 tentang Pinjaman 

Dalam Negeri dalam bentuk Surat Utang. 

• KEPPRES No. 120 tahun 1998 tanggal 12 Agustus 1998 tentang 

Penerbitan Jaminan BI, serta Penerbitan Jaminan oleh Bank Persero dan 

Bank Pembangunan Daemb untuk Pinjaman Luar Negeri. 

• SK No. 31/90/KEP/DIR tanggal 7 September 1998 tentang Jarninan 

PinJaman Luar Negeri Antar Bank/ 

• SK No. 31/89/KBP/DIR tanggal 7 September 1998 tentang Jaminan 

Pembiayaan Perdagangan Internasional. 

• SK BI No. 3li53AIKEPIDIR tangga119 Juni 1998 tentang Penyelesaian 

Tunggakan Bank Devisa. 

• Kesepakatan mengenai Interbank Debt Exchange Offer London, 29 Maret 

1999. 

• SK BI No. 311174/KBP/DIR tanggal 22 Desember 1998 tentang 

Perubahan Surat Keputusan Direksi No. 31189/KEP/DIR tentang Jaminan 

Pembiayaan Perdagangan lnternasional. 
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• SE BI No. 31/22/ULN tanggal22 Desember 1988 perihal Perubahan Surat 

Keputusan Direksi No. 31/89/KEP/DIR tentang Jamiuan Pembiayaan 

Perdagangan Jntemasional. 

• SK Bl No. 311287/KEP/DIR tanggal 15 Maret 1999 perihal 

Penyempwnaan Sura! Keputusan Direksi No. 31/53AIKEP/DIR tangga1 

19 Juni 1998 tentangPenyelesaiao TunggaksnBankDevisa. 

• SE B1 No. 31130/ULN tanggal 15 Maret 1999 tentang Penyempumaan 

Sura! Keputusan Direksi No. 31/53AIKEPIDIR tanggal 1998 tentang 

Penyelesaian Tunggakan Bank Devisa. 

• Sura! Menteri Keuangan S-686-01711998 tangga1 1 Desember 1998 

tentang Penyelesaian Tunggakan Interbank Debt and Trade Finance 

Perbankan setelah tanggal 30 Juni 1998. 

• SK Bl No. 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman 

Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri, 

• Fact Sheet, Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman Indonesia yang dicapai 

dalam Perjanjian di Frankfurt tanggal4 Juni 1998 dan lain-lainnya. 

2.2.4. Prosednr Pemberian Bantuan Likuiditas Bank IndoDesia 

Penyaluran BLB! oleh Bank Indonesia kepada bank penerimanya 

dilakukan dengan pola reimburse63 (pembayaran kembali). Sistem kliring yang 

digunakan dalam mengadministrasiksn penarikan dan penyetoran dana bank 

terse but mengandung kelemahan pengendalian yang melekst padanya (inherent 

risk).64 Pada dasarnya, sistem dan prosedur penyaluran BLBI dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu :6' 

63 Soehandjono, op cil, hat 29. 

64 Ibid 

6s Soehandjono & Associates, Bank Jmionesia dau BLBI Suatu Jlnjauan dan Penilaian 
Aspek Efronomi, Keuangan dan Hukum, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hal. 4lt 
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a. BLBI untuk mengatasi kesulitan hkuiditas {saldo debet, SBPUK, dan 

new fasilitas diskonto). 

Prosedur penyaluran BLBI untuk mengatasi kesulitan hkuiditas 

diawali dengan permohonan bank-bank yang bersaldo negatif ke Bank 

Indonesia agar dapat tetap diperbolebkan mengikoti kliring. Kemudian 

Satuan Kerja mengajukannya kepada Direktur Bank Indonesia untuk 

mendapat persetujuan dari Rapat Direksi Bank Indonesia. Apabila 

kebutuhan mendesak, maka persetujuan dapat dilakukan oleh satu 

orang Direktur tanpa melakukan Rapat Direksi Bank lndonesia 

ataupun juga dapat dilakukan dalam fonun morning call dan evening 

call. Prosedur ini diakhiri ilengau pemberian fasilitas BLBI termasuk 

jaminannya dengan pengik:atan secara notariil. Pengikatannya melalui 

Akta Pengakoan Utang dan Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan. 

Sebesar Rp. 129,40 triliun dana disalurkan untuk mengatasi likniditas 

bank melalui fasilitas inL66 

b. BLBI untuk dana talangan valas. 

Prosedur ini dilakukan berdasarkan SK Direksi Bank lndonesia No. 

3!153AIKEPIDIR tanggal 19 Juni 1998 tentang Dana Talangan untuk 

Tunggakan Interbank Debt atau Trade Finance. Sejak tanggal 25 Juni 

I 998, Bank lndonesia kemudian telah melakokan pembayaran dana 

talangan tunggakan trade finance kepada perbaukan luar negeri, yang 

dibayarkan dalam valuta asli sesuai dengan transaksi yang ada. 

Mengingat jadwal penyelesaian yang mendesak, yaitu tanggal 26-30 

Juni 1998, proses verifikasi menjadi fuk:tor pengbambat pelaksana. 

Berdasa:rksn informasi kreditur luar negeri, beberape bauk debitur 

yang masih beroperasi dan Bauk Bekn Operasi (BBO) masih memiliki 

tunggakan Trade Finance yang jatuh tempo serelah tanggal 30 Juni 

1998. Direksi Bank lndonesia menyetujui untuk membayar tunggakan 

dimaksud setelah dilakokan klarifikasi allis jurnlah tunggakan tersebut 

66 Homepage Bank Indonesia, www.bi.go.id,, Maret 2005. 
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kepada bank bersangkutan. Sebelum dilakukan pembayaran Trade 

Finance BBO, Direksi Bank Indonesia mengajukan surat untuk 

meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada BPPN mengenai jumlah 

tunggakan Trade Finance serta hank koresponden luar negeri yang 

akan menerima pembayaran tersebut. Dana yang disalurkan dalarn 

fasilitas dana ta!augan valas ini adalah sebesar Rp. 9,13 triliun.67 

c. BLBI untuk dana ta!angan rupiah. 

Penyaluran BLBI dalarn bentuk dana talangan rupiah dilaknksn 

sebagai tindak lanjut atas Keputusan Pemerintah untuk melikuidasi 16 

hank inso1ven pada tanggal I November 1997 (16 bank BDL). Dalam 

palaksal1llllllllya, fasilitas ini mencapai jumlah Rp. 6,015 triliun. 

Prosedur pembayaran dana nasabah 16 BDL tersebut dilakukan dalam 

dua tahap: 

• Tahap pertama, disetujui pemberian kredit talangan kepada 16 

BDL untuk menalangi pembayaran kepada nasabah (penabung, 

deposan, dan giran) yang selanjutnya disebut Dana Talangan 

Rupiah T (DRT !). Berdasarkan kebijakan Pemermtah, pembayaran 

DRT I masing-m.,.ing sebesar 20 juta rupiah setiap rekening. 

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal4 November 1997, Bank 

Indonesia mengeluarkan Surat Penegasan Kredit (SPK) yang Bila 

diselujui oleh Tim Likuidasi ditandatangani dan dikembalikan 

kepada Bank Indonesia. 

• Tahap kedua, untuk membayar sisa dana nasabahyang ada pada 16 

BDL yang meksnisme pelaksanaannya adalah dengan diil!langi 

dulu o1eh Bank Indonesia se1anjutnya dibebanksn ke dalam APBN 

selarna 10 tahun sesuai dengan Surat Menteri Keuangan kepada 

Presiden No. S-84/MK/1998. Lebih lanjut Sural Menteri Keuangan 

No. S-114/MKJI998 rnenyebutkan bahwa Presiden te1ah 

menyetujui pengembalian selurub deposito, tabungan, dan berhagai 

~7 Ibid 
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bentuk simpanan lainnya dari semua nasabah 16 BDL. Kemudian, 

Bank Indonesia melalui Urusan !Credit pada tanggal 4 Maret 1998 

mengeluarkan SPK untuk Dana Talangan Rupiah II (DTR II). 68 

z.z.s. Bank-bank Penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

Bauk Indonesia menyalurkan fusilitas BLBI sebosar Rp. 144.536 miliar 

kepada 48 Bank Umum yang terdiri dari 10 BBO, 5 BTO, 18 BBKU, dan 15 

BDL. Berilrut ini akan diperlibatkan data-data beberapa nama dan bauk penerima 

BLBI, per Januari 1999 (Miliar Rp.) dikutip dari Majalah Forum, edisi 18 Agustus 

2002.69 

No Nama Bank ! Status Pemilik Lama Jurnlah PokokJ 

' BLBI ' 

I 
1 IBDNI BBO Sjamsul Nm:salim 37,040 

L . 
2 jBCA BTO Soedono Salim 26.596 

3 Bank Danamon BTO Usman Admadjaja i 23.050 
I 

4 BUN BBO BobHllsan 12.068 

-
5 BHS BDL Hendra Rahardja 3.866 

..... ... ,~ 
6 BANK BBKU I Bambang Winarso 4.018 i 

INDONESIARA i 
I • 

' I 
+ ' ' 

7 Bank Pacific BDL lbnu Sutowo 2.133 ' 
i 

8 BNN BBKJ Tommy Soeharto 3020 

68 Ibid. 

69 :Majalab Forum, edisi lS Agustus 2002, lu!.l60-62. 
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9 BankPDFCI BTO PemeriniJ!h -
10 Bank Pelita BBO Hashim Sumitro 1.990 

i1 Bank Tiara Asia BTO Panji M. Noer 2.978 

12 SBU BDL Dasuki A. Subroto 1.678 

13 Pesona Utama BBKU Aburizal Bakrie 2.335 

14 BankPSP BBKU S. Gundokuswno 1.939 

15 BankSurya BBO Sudwikatrnono 1.654 

. ·-
16 BCD BBKU Sam Handoyo 1.403 

' 
17 Bank Ficorinvest BBKU Sjarnsul Nursa!im 916 

18 : SEAB 
. 

BDL Handy Sunardio 899 

19 Bank Subentra BBO Sudwikatrnono 861 

20 1 Bank Modem BBO Samadikun H. 2.558 

21 Bank Pinaesaan BDL 1 MuchtarK 681 

22 ' Bank Sewu BBKU Lanny A Subroto 642 
' 

'23 Bank Astria Raya BDL Henry Liern 579 

24 Bank Asia Pasifik BBKU - 2.055 

I 
l 25 Bank Istismamt BBO . 520 

26 Bank lndustri , BDL Hasjlm Sumitro 511 
I 
I 

27 Papan Sejahtera BBKU Hasjlm Sumitro 929 

28 Bank Centris BBO P. Banuara S 630 

' -
29 Dagang lndustri BBKU Lippo/AA Bammuli 482 

.. 
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30 Bank. Jntan BBKU Fadel Muhammad 402 

31 Bank. Umum Sertivia BBKU Rijanto Sastro A 362 

32 Mataram Dhaoarla BDL Sri Sultan HB X 337 

33 Bank Dewi Ru~i BBKU RudolfKasendm 609 

34 Bank. Guna Inti BDL Hendra Rahardja 251 

35 Bank. Uppindo BBKU Pemerintah 243 

36 Bank.Tata BBKU Susi1awati Wijaya 221 

37 Bank. Jakarta BDL Probosutedjo ' 211 

-- ········" 
38 Bank. Anrico 1BDL H. Anwar Syukur 210 

I 
39 1 Kosagrha Semesta IBDL Setiawan Chandra 202 

I I 

40 Citrahasta BDL - 202 

Manunggal 

- ---·--
41 Bank. Aken BBKU Sugiono 301 

42 Bank. Hokindo BBO 
1 
Hokiarto 214 

i --···· 
43 Bank Dwipa Semesta BDL Bambang Samijono 110 1 

' 

44 Bank. Danahutama BBKU Sofyan Wanadi 185 

----
45 Bank Lautan Berlian BBKU Gunaevy Hassim 241 

--
46 BankDeka BBO Leo Lopolisa 153 

---------------·-------
47 BankUmurn BDL - 9 

Majapahit 

48 Bank. Baja Int'L BBKU Sugiono Widjaja 36 
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I Total I 144.5361 

Tabei I, Daftar Bank Penerima Dana BLBI 

Keterangan : 

l.BBO ~Bank Beku Operasi 

2.BTO ~Bank Take Over 

3.BBKU =Bank Beku Kegiatan Usaha 

4.BDL ~Bank Dalam Likuidasi 

Berdasarkan table 48 bank penerima BLB! tersebut di atas, tampak empat 

bank terbesar penerima BLB! adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) 

dengan status BBO sebesar Rp, 37.040 miliar, BCA (BTO) sebesar Rp. 26596 

mi!iar, Bank Danamon (BTO) sebesar Rp. 23.050 miliar dan BUN (BBO) sebesar 

Rp, 12.068 miliar. 

2.3. DAMPAK PEI\IDERLAKUAN KEBIJAKAN BANTU AN 

LIKUIDITAS BANK INDONESIA TERHADAP DUNIA 

PERBANKAN INDONESIA 

Pada tahun 1997-1998 tersebut, krisis yang terjadi di Indonesia 

berkembang menjadi sangat luas dan membawa dampak yang dahsyat bagi 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan karena kris!s yang 

terjadi saat itu bukan sekedar kris:is dibidang moneter sema1a melainkan 

berkembang menjadi krisis multidimensi yang berdampak pula dibidang sosial, 

politik, dan pertahanan kearoanan. 
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Kejatuhan mendadak perekonomian dimana sebelumnya justru sedang 

teljadi pembangunan ekonomi dalam skala besar tersebut mengakibatkan 

kekncauan yang harus ditangani oleh Pemeriotah sesegera mungkin, untuk 

menghindari teijadinya kebancuran total. Untuk itu, Pemerintah bersama Bank 

Indonesia pada saat itu memutuskan untuk mengambil kebijaknn secara cepat 

demi menyelarnatkan perbankan Indonesia, yang merupakan tulang punggung 

perekonomian negara, agar terhindar dari kebaneuran akibat krisis yang bersifat 

sistemik tersebut. 

Langkah awal yang dijalan1:an oleh Pemerintah adalah keputusan yang 

diarnbil pada sidang kabinet saat itu dimana diputuskan bahwa Pemerintah tidak 

akan melakukan penutupan atas bank-bank saat itu, narnun keputusan ini tidak 

meredaknn reak<i masyarakat yang melakukan penarikan saldo mereka pada 

bank-bank nasional sebingga akibatuya Pemerintah harus mengalirkan dana 

untuk membantu menjaga arus kas bank-bank yang mengalami rush tersebut. 

Narnun melihat keadaan yang tidak juga membaik;, Pemerintah nkbimya 

mengundang IMF dan meminta ~ertolongannya untuk membantu mengatasi 

krisis yang sudah meluas itu. Kehadiran lMF membawa perkembangan baru 

dirnana pihak lMF mengusulkan kepada Pemerintah untuk menutup 16 bank 

yang sudah tidak memiliki harapan lagi, usulan mana yang nkbimya diikuti oleh 

Pemerintah. 

Penutupan 16 bank tersebut te~adi pada bulan November 1997, yang 

beraldbat semakin meningkatnya kepanikan masyarakat. lklim panas yang 

melanda masyarakat saat itu tidak dapat diredam sekalipun pemerintah Ielah 

mengeluarkan jarninan akan melindungi dan mengambil alih kewajiban 

pembayaran dana masyarakat dalarn bank-bank yang ditutup tersebut, dan pada 

akbimya le1Jadi efek buruk yang sangat ditakutkan dimana masyarakat yang 

panik mulai menarik dana merekn yang tersimpan di bank-bank lainnya. 

Penarikan ini teljadi seeara besar-hasaran dan serentak sehingga mengguncang 

kondisi perbankan secara keseluruhan Bank-hank yang semula sehat mulai 

terganggu stabilitas dan likuiditasnya karena ditarik dananya secara serentak oleh 
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masyarakat Reaksi masyarakat yang demikian mengakibatkan jatuhnya 

kesehatan hampir semua bank saat itu. 

Keadaan yang demikian memaksa Pemerintah bertindak cepat. Bank-bank 

yang sehat juga diberikan dana untuk bisa bertaban mengbadapi rush tersebut, 

sedangkan kucuran dana untuk mengganti dana nasahab yang tadinya disimpan 

dalam 16 bank yang telab ditutup juga tetap diberikan. Dana ini berasal dari dana 

talangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang pada akbirnya akan ditagih 

oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, yang kamudian akan disebut sebagai 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. 

Pengucuran dana BLBI ini jelas memiliki berbagai darnpak tersendiri yang 

terdiri dari dampak yang positif dan negatif, dan dampak ini berpengaruh pada 

berbegai bidang di Indonesia, termasuk bidang perbankan dan bidang-bidang lain 

secara umum. 

2.3.1. -Dampak Di Bidang Perbankan 

a. Dampak pos!t!f: 

• Perhankan adalab tulang punggung perekonomian suatu negara 

karena perbankan sebagai agent of development (agen 

pembangunan) adalab sek-tor yang menjalankan fungsi sebagai 

Financial Intermediary10 yang berfungsi menampung dan 

menyalurkan dana masyarakat B1sa dibayangkan apa yang akan 

menimpa suatu negara apabila sektor perbankan suatu negara 

hancur. Kehancuran perbankan mengakibatkan berhentinya 

sistem pembayaran, hilangnya dana masyarakat yang disimpan 

dalam bank~bank tersebut, yang akan membawa kehancuran 

ekonomi masing-masing warga negara, kemudian berlanjut pada 

hancurnya sektor industri karena tidak tersedianya fasiJitas 

pembiayaan yang dibutuhkan sebagai modal, munculnya banyak 

70 Indonesia. Unda11g-undang lentang Perhankrm, UUNo_ 7 tahun 1997, Pasal3, 
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sekali pengangguran karena lapangan pekeijaan iknt menghilang 

bersamaan dengan bancumya perindustrian, yang otomatis akan 

meningkatkan tingkat kriminalitas dalam masyarakat, dan banyak 

lagi darnpak negatifyang akan muncul sebagai efek samping dari 

hancumya suatu sistem perbankan. Singkat kata, kehancuran 

negara tersebut. Dengan pengncuran dana BLBI tersebutlah 

sistem perbankan nasional saat itu dan kepentingan umwn 

masyarakat dapat terse!arnatkan. 

b. Dampak Negatif: 

• Stigma negatif dari masyarakat yang dalam hal ini bukan hanya 

ditujukan kepada Pemerintah, namun juga terhadap Bank 

Indonesia. Banyak pihak yang mencurigai Bank Indonesia 

memiliki kepentingan atau niat lain dalarn skandal pengucuran 

BLBI tersebut, yang membuat banyak pejabatnya seperti Paul 

Sutopo (Mantan Direktur Baak Indonesia bidang moneteJ), 

Hendro Budianto (Mantan Direktur · Bank Indonesia bidang 

Hokum), Heru Supratomo (Maritan Direktur Bank Indonesia 

bidang Perbankan), yang belakangan harus berurusan dengan 

hukum karena dicurigai berlaku "tidak jujur" dalam kasus 

tersebut karena dianggap telah melakukan pelanggaran prosedur, 

antara lain karena tidak memberlaknkan ketentuan stop kliring 

bagi bank-baak yang Ielah bersaldo debet di Baak Indonesia, 

sebaliknya justru malah memberikan dana tambehan. Tindakan 

seperti itu mengakihatkan para pejabat Baak Indonesia harus 

menerima tudnban-tuduhan dari berbagai kalangan yang lebih 

menganggap bahwa tindakan yang diambil Bank Indonesia waktu 

itu sebegai kesalahan dibanding sebagai suatu tindakan 

penyelematan. 

Sedangkan dilain pihak, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga 

yang harus mengarnbil tindakan cepat derni menyelamatkan 

sistem perbankan waktu itu sebenamya menyadari bahwa 
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mem!Ulil ada beborapa prosedur yang melanggar ketentuan baku 

yang berlaku, namun tindakan itu hams dinilai dan dilihat 

berdasarkan situasi dan kondisi saat itu, bukan dengan kondisi 

normal dimana tidak le!jadi !crisis, sehingga barn akan muncul 

sebuah kesepahaman bahwa segala pelanggaran dan "jalan 

pintas" yang diambil Bank Indonesia saat ltu merupakan sebuah 

keharusan demi menyelamatkan sistem perbankan secara cepat 

dimana tidak tersedia wa1ctu untuk memenuhi dan melakukan 

segala prosedur normal yang berlaku. 71 

2.3.2. Dampak Di Bidang Loinnya 

a. Dampak Positif: 

• Dibidang politik 

Akibat krisis tersebut, kondisi politis negara saat itu ikut 

terguncang. Masyarakat yang panik dan cemas banyak melakukan 

demonstrasi. Hancurnya perekonomian juga membawa dampak 

yang lebih jauh yaitu hancurnya dunia usaha sehingga terjadi 

peningkatan jurnlah pengangguran secara drastis. Keadaan ini 

menyebabkan muncul ketidak puasan pada masyatukat luas. 

Kombinasi dari kepanikan dan ketidakpuasan ini menyebabkan 

masyarakat bereaksi negatif yang rnenimbulkan hum hara dan 

kekacauan. Keadaan seperti itu, ditambah dengan timing yang 

berdekatan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR yang 

akan diselenggarakan pada Maret !998, membuat Pemerintah 

harus mengambi1 tindakan cepat demi meredam kekacauan yang 

terjadi_ Dengan demikian dikucurkanlah dana BLBI tersebut 

untuk mengganti dana masyarakat yang tersimpan pada bank

bank yang Ielah ditutup diatas, dan untuk membantu bank-bank 

11 Wawancara dengan Bapak Anlo Prabowo, Executive Researcher Financial System 
Slability Bureau Dircctcra/e of B®kmg Research and Regulation, dl Bank Indonesia, 17 Juni 
2009. 
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sehat yang sedang mengalami kesulitan lilruiditas karena 

mengalami penarikan dana besar-besaran oleh nasahabnya agar 

bisa tetap bertahan. Tindakan ini berhasil meredakan suasana 

politis yang kacau balau saat itu dan akhirnya Sidang Umum 

MPR bisa digelar dalam suasana yang relatif lebih terkenda!L 

• Dibidang stabilitas nasional 

Selamatnya sistem perbankan dan meredanya kepanikan 

masyarakat jelas berdampak positif bagi stabilitas nasionat 

Melonjaknya tingket kejahatan dan huruhara yang sempat timbul 

bisa kembali menurun dan stabilitas nasional mulai kembali pada 

tingkat yang dapat dikendalikan sehingga Pemerintah dapat 

dengan cepat mulai bakeija untuk membenahi keedaan bangsa 

agar cepat pulih dari kekacauan yang teijadi. 

Hal mana tidak mungkin dilakukan apabila krisis teJjadi berlarut

larut dan tidak ditangani secara cepat. 

b. Dampak Negatif: 

• Dibidang Keuangan Negara 

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam pe!aksaannya pengncuran 

dana BLBI pada wakru itu juga mengandung banyak 

kecorobohan. Hal itu djkarenakan Pemerintah dan Bank Indonesia 

dituntut barus mengambil tindakan penyelamatan yang cepat guna 

mencegah kehancuran. sehingga dalam prosesnya memang 

banyak prosedur normal yang terpaksa diabaikan. Contohnya 

adalah terkait dengan jaminan atas pengikatan utang dana 

tersebut. 

Pengikatan utang yang dilakukan saat itu juga jelas tidak 

memungkinkan untuk dilakukan verifikasi terhadap masing

masing jarninan. 

Mendesaknya situasi saat itu membuat verifikasi jaminan tidak 

dapat dilaksanakan karena untuk melakukan verifikasi tersebut 
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pasti akan dibutuhkan banyak waktu yang jelas tidak tersedia saat 

itu. Belum lagi jaminan berupa personal guarantee yang secara 

hukum jelas harkekuatan sangat lemah, namun pada saat itu 

terpaksa diterima oleh Pemerintah, lagi-!agi karena alasan 

keterdesakan. lnilah yang terungkap dikemudian bari bahwa 

jaminan-jaminan tersebut banyak yang tidak sebanding nilainya 

dengan utang yang diberikan kepada masing-llll!sing obligor 

BLBI tersebut 

Kelalaian-kelalaian diatas mengakibatkan negara harus 

mengucurkan dana yang sangat besar, yaitu sekitar Rp. 144 

trilyun (yang pada saat itu sama dengan 50% GDP nasional), 

dimana sekimr Rp 138,4 trilyun dianmranya berpotensi 

merugikan negara karena telah dikucurkan oleh Pemerintah 

melalui Bank Indonesia tanpa pengawasan dan prosedur yang 

baik sehingga banyak penyimpangan dana yang te!jadi, rnibnya 

dana tersebut yang ditengarai dilarikan oleh obligor bersangkotan, 

dll. 

Sampai sekar:'ng pembayaran dana BLBI tersebut masih belum 

diselesaikan dan jelas sangat membebani Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) sampai saat ini. 

• Dibidang Hukom 

Jumlah fantastis dalam kasus BLBI tersebut membuat kasus 

penyimpangan BLBI menjadi kasus korupai yang paling 

merugikan negara. Penyelesaiannya sampai kini masih belum 

jelas, pelaku korupsi BLB! masih banyak yang berkeliaran bebas 

dan belum mendaparkan tindakan apa-apa dari Pemerintah. Kasus 

ini membuat masyarakal makin meragukan kredibilitas 

Pemerintah dan kesungguhan Pemerintab untuk menangani kasus

kasus korupsi di Indonesia. 
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Dampak-dampak yang Ielah disebutkan diatas merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang 

Ielah dikucurkan oleh Bank Indonesia saat itu. Kontroversi yang terjadi 

sesudahnya juga merupekan bagian lain yang mengiringi, dimana banyak pihak 

yang menaruh kecurigaan bahwa dalam pengucuran dana saat teJjadi banyak 

kecurangan yang diindikasikan banyak peraturan yang ditabrak oleh para pejabat 

imggi Bank Indonesia saat itu. Hal itulah yang oleh Pemerintah selanjutnya saat 

itu mulai diselidiki dan akhimya berakibat beberapa pejabat tinggi Bank Indonesia 

haros diadili dan menjalani hukuman. 

Namun tidak kalab banyaknya suara yang mengatakan bahwa hal-hal yang 

terjadi saat itu, termasuk banyaknya peraturan yang dipatahkan dan besamya 

jumlah dana yang dikeluarkan, adalah hal yang sangat wajar dan bisa dipabami 

ruengingat kacaunya keadaan saat itu yang membutuhkan penanganan sangat 

cepat: Dikatakan bahwa apabila peraturan yang ada saat itu diterapkan secara 

ketat, termasuk soal ketentuan stop kliring bagi bank bersaldo debet, akibat yang 

muncul akan sangat dabsyat dan tidak terbayangkan, yang rnungkin akan 

mengakibatkan barus ditutupnya sangat banyak bank nasionaL Hal inilah yang 

diusahakan untuk dihindari oleh Pemerintah dan Bank Indonesia saat "itu. 

Sedangkan mengenai besamya dana yang disinggung sangat fantastis tersebut, 

dikatakan merupekan hal yang tidak dapat dihindari sebag-<1i biaya krisis, yang 

pada dasamya memang harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk bisa melewati 

dan survive dari krisis tersebut. 72 

Banyaknya opini tersebut merupekan hal yang wajar dan hendaknya 

menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi bangsa ini, dan sekaligus sebagai 

pengalaman berharga yang dapat membantu Pemerintah untuk bisa mengatasi 

segala hal dimasa depan dengan lebih beik, agar dapet memimpin hangsa ini 

dengan baik disegala situasl dan kondisi 

n Wawancara dengan Bapak Anto Probowo. ibid 
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3.1. KESIMPULAN 

BAB3 

PENUTUP 

Berdasorkan penguraian yang telah dibahas diatas. maka dapat 

dikemukakan jawaban atas pokok permasalahan yang telah diutarakan dalam Bab 

1 tulisan ini, yaitu : 

L Yang dimaksud dengan Bantuan Lilruiditas Baak Indonesia adalah 

semua fasilitas bantuan dari Bank Indonesia diluar KLBI, berupa 

kucuran dana yang diberikan kepada perbankan nasional untuk 

meqjaga ketancanill sistem pembayaran yang terganggu mismatch dan 

Untuk menjaga kestabilan sistem perbankan itu sendiri. 

Jenis-jenis BLBI adalah : 

tt Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistim 

pembayaran yang blsa terganggu karena adanya mismatch atau 

kesenjangan antara penerirnaan dan penarikan dana perl:>ankan, 

baik dalam jangka pendek disebut fasi/i/as diskonto a/au fasdis I 

dan yang berjangka lebih panJang, disebutfasdis II. 

b. Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbulca (OPT) sjalan dengan 

program moneter dalam bentuk SBPU lelang maupun bilateral 

c. Fasilitas dalam rangka penyehatan {nursing atau rescue) bank 

dalam bentuk kredit likuiditas darurat (KLD) dan kredit sub

ordinasi (SOL) 

d. Fasilitas untuk menjaga ke-1tabilan sistim perbankan dnn sistim 

pembayaran sebubungan dengan adnnya penarikan dana perbankan 

secara besar-besaran (bank run atau rush) dalam bentuk penarikan 

cadangan wajib (GWM) atau adanya sa/do negatif atau sa/do debet 

atau overdraft rekening baak di Bl 

59 
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e. Fasilitas untuk mempertahankan keperoayaan masyarakat pada 

perbankan dalam bentuk dana talangan untuk rnembayar kewajiban 

luar negeri bank dan untuk pelaksanaan sistim penjaminan (blanket 

guarantee). 

2. Kebijakan BLBI ini jelas berdampak bagi negara peda umumnya dan 

dunia perbankan pada kbususnya. Dampak tersebut terdiri dari dampak 

yang positif dan negatif. Dampak positifuya dapat dilihat dalam bidang 

politik, ekonomi, dan stabilltas nasional yang terhindar dari 

kehancuran dengan setarnatnya sistem perbaukan nasional. Sedangkan 

dampak negatifnya dapat dilihat dari besarnya utang dan potensi 

kerugian yang sangat besar sejumlah sekitar Rp. 138,4 trilyun yang 

bafl.!_s ditanggung negara sampai saat in1 karena banyaknya 

penyimpangan yang teljadi dalarn kasus BLBI tersebut, dan juga 

stigma negatif yang melekat bukan !tanya pada Pemerintah namun juga 

pada Bauk Indonesia. Stigma negatif tersebut muncul karena 

masyarakat melihat banyak pelanggarau prosedur yang teljadi dalam 

proses pengucuran dana bantuan tersebut 

3.2. SARAN 

Setelah melibat uraian dan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat 

diberikan atas permasalahan ini adalah : 

I, Kepeda Pemerintah dan pihak penegak hukum, agar dapat ber!indak 

lebih tegas terhadap para obligor BLBI yang sarnpai sekarnng belum 

menunaikan kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran BLBI 

tersebut kepeda Pernerintah. Hal ini jelas sangat perlu dilakukan, selain 

deml ditegakkannya hukuru secara jujur dan adil, dan untuk 

mengurangi kerugian yang ditanggung negara berkenaan dengan kasus 
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ini, namun juga untuk membuktikan dan menunjukkan itikad baik 

Pemerintah dan para penegak hukum babwa mereka benar b.ersungguh

sungguh dalam menyelesaikan permasalahan ini. 

2. Kepada Bank Indonesia dan Pemerintab, agar menjadikan hal ini 

sehagai pengalaman yang sangat berguna, agar dikemudian hari dapat 

mengatasi segala situasi dengan lebih baik. Bahwa sebagian dari biaya 

yang hams dikeluarkan waktu itu merupakan biaya krisis yang tidak 

dapat dihindari memang benar, namun apabila dikelola dengan lebih 

baik kJranya besaran dana tersebut ataupun penyalurannya akan bisa 

lebih teratur dan maksimal. 

3. Kepada masyarakat, lljlar bersikap dan berpandangan lebih terbuka, 

hahwa memang benar dalam kasus dana BLBl lersebul Ielah terjadi 

banyak pelanggaran yang merugikan negara, namun lidak dapat 

dilupakan pula bahwa bantuan dana BLBI tersebul juga Ielah 

menyelamatkan sistem perbankan nasional. Dengan demikian akan 

lebih baik kiranya apabila masyarakat bangsa ini tidak bersikap 

pesimis dan berpandangan negatif kepada para pejabatnya, sebaliknyn 

rnarilah kita berikan duj,:ungan dan pengawasan yang sehingga akan 

dapat tef\vujud pemerintahan yang lebih baik dan perekonomlan yang 

Iebih sehat dimasa yang akan datang. 
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